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ABSTRAK

Judul : Islamisme dan Konsep al-Hakimiyah Sayyid Qutb Perspektif
Teori Fungsi Jorge J.E. Gracia
Penulis : Abdullah Haq Al Haidary.

Pembimbing : Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I

Kata Kunci: al-Hakimiyah, Islamisme, Sayyid Qutb

Penelitian ini merupakan kajian library research yang membedah Ideologi
Islamisme serta konsep al-Hdakimiyah Sayyid Qutb melalui teori fungsi Jorge J.E.
Gracia. Islamisme merupakan fenomena global yang sedang gencar digaungkan
oleh beberapa kelompok gerakan Islam. Untuk memahami argumen dasar ideologi
Islamisme gagasan tentang religionized politics “politik yang diagamaisasikan™ itu
penting dikemukakan. Salah satu tokoh sentral Islamisme yang sangat berpengaruh
hingga saat ini adalah Sayyid Qutb dan konsep yang mendasari Islamisme-Nya
adalah konsep al-Hakimiyah. Melalui al-Hakimiyah, Qutb telah berhasil
mengarahkan kelompok-kelompok fundamen ke arah aksi kekerasan. Dalam hal
ini, peneliti berusaha membedah Ideologi Islamisme melalui konsep a/-Hakimiyah
Sayyid Qutb dengan teori interpretasi Jorge J.E. Gracia. Gracia mengemukakan
bahwa untuk menginterpretasi suatu objek menggunakan tiga fungsi interpretasi,
yaitu historical function, meaning function, serta implicative function. Maka,
dengan menggunakan teori ini, Kritik terhadap Ideologi Islamisme serta konsep al-
Hakimiyah Qutb diharapkan dapat terbedahkan.

Abstract : This is a library research which analyze Islamism Ideology and politic
concept of al-Hakimiyah of Sayyid Qutb through interpret function theory of Jorge
J.E. Gracia. Islamism is a global phenomenon that is being strongly raised by
several Islamic movement groups. In order to understand the basic arguments of the
ideology of Islamism, it is important to put forward the idea of religionized politics.
One of the central figures of Islamism which is very influential to date is Sayyid
Qutb and the concept that influence his Islamism is the concept of al-Hakimiyah.
With politic theory of al-Hakimiyah, Qutb has succeeded in directing fundamental
groups towards violence. In this case, researchers are trying to dissect the concept
of Islamism and al-Hakimiyah theory of Qutb through interpretation function
theory of Jorge J.E. Gracia. Gracia argued that to interpret an object must be using
three interpretation functions, those are historical function, meaning function, and
implicative function. So, using those theory, criticism of the Islamism ideology as
well as the theory of al-Hakimiyah Qutb can be solved.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islamisme! adalah pemahaman agama Islam dalam bentuk sistem formal
negara, yaitu negara Islam. Kelompok-kelompok Islamisme mengidolakan Islam
sebagaimana yang diterpakan pada zaman Nabi Muhammad di Madinah. Mereka
berusaha untuk mengembalikan tatanan praktik keislaman hari ini untuk dibawa
kembali seperti pada zaman Nabi, yaitu kembali pada abad empat belas yang lalu.
Agenda utama Islamisme adalah membangun sebuah tatanan negara Islam dan
memobilisasi umat Islam dalam membentuk tatanan pemerintahan totaliter yang
disebut al-nizam al-Islami.?

Islamisme atau Islam Politik (al-Islam al-Siydsi) muncul sebagai respons
terhadap eksistensi modernitas yang dipahami sebagai Barat dan asing karena
dianggap gagal memenuhi kepentingan-kepentingan Islam seperti yang mereka
pahami. Salah satu slogan kaum Islamis adalah “Islam adalah Jawaban” (al-Islam
huwa al-hall). Mereka menganggap ideologi-ideologi selain Islam seperti
demokrasi, sosialisme, komunisme, dan sekulerisme adalah produk gagal dan tidak

layak diterapkan.?

! Kelompok Muslim yang berkeyakinan bahwa Islam adalah agama murni dan harus jadi menjadi
sistem formal di suatu negara, Lihat. Siti Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan dan
Perkembangannya di Indonesia, al-Qolam: Journal of Islam and Plurality, vol 3, No 1, (2018), 2

2 Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, terj. Alfathir Adlin, (Bandung: Mizan, 2016), 292.

3 Muhamad Ali, Islamisme (al-Islamiyah) dan Post-Islamisme (Ba’da al-Islamiyah): Menelaah
Pilihan-pilihan Politik Islam Kontemporer di Indonesia, Makalah dipresentasikan pada Seminar
“Post-Islamisme” di Jurusan Filsafat, Universitas Indonesia, Jakarta, Senin, 14 November 2011.



Akibat dari penjajahan Barat di hampir sebagian besar wilayah Muslim pada
zaman modern tidak hanya mengakibatkan disintegrasi politik umat Muslim, tetapi
juga menyebabkan pergulatan pemikiran sosial yang sangat hebat. Superioritas
Barat dalam menduduki beberapa daerah berpenduduk muslim merangsang
munculnya upaya reformasi di kalangan pemikir Islam. Ketika beberapa wilayah
tertentu di dunia muslim dilanda gelombang modernisme, seperti yang tergambar
bahwa Turki Utsmani sejak 1730-an melancarkan pembaruan militer dan birokrasi
secara berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara pada westernisasi dan
sekularisasi. Gelombang pembaruan ini tidak hanya terjadi di Turki Utsmani saja,
akan tetapi hampir di sebagian besar wilayah berpendudukan muslim lainnya,
khususnya di Timur Tengah.*

Pada tahun 1920-an, terjadi liberalisme di Mesir seiring masuknya budaya
Barat. Pada periode ini, banyak pemikir baru yang memberikan kontribusi bagi
modernisasi Mesir dengan pola menurut model Barat yang sangat mereka kagumi.
Suatu gerakan pemikiran yang baru muncul dengan mulai menerjemahkan
penelitian dan literatur Barat yang terbaik dalam berbagai bidang. Gelombang
modernisasi ini menyapu Mesir selama beberapa tahun yang mana gerakan ini juga
meniru model Turki modern di awal pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk.®

Sebagai respons terhadap dunia modern dan Barat, muncul banyak pemikir
pembaruan dalam Islam seperti Rifa'ah Rafi’ al-Tahtawi (w.1873), Jamal al-Din al-
Afghani (w.1897), Muhammad ‘Abduh (w.1905), Muhammad Rashid Rida

(w.1935), Ali Abdul al-Raziq (w.1966) sampai Taha Husayn (w.1973) dengan

4 Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi, (Jakarta:
Kencana, 2016), 125.

5> David Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, terj. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: LKIS, 1997),
27.



membawa ragam pemikiran yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk
ditipologisasikan secara sederhana. Satu hal yang jelas; yaitu terjadinya evolusi
pemikiran dengan munculnya berbagai pembaruaan worldview mulai dari
salafisme, westernisme, modernisme hingga sekularisme. Sejauh menyangkut
konsep politik, terlihat jelas bahwa Islam mengalami proses marginalisasi atas
Barat sehingga hampir tidak mempunyai kedudukan yang signifikan dalam
berbagai bentuk pembaruan. Ini semua mengundang reaksi balik: kembali kepada
Islam secara ketat dan ekslusif.°

Dalam membahas pembaruan pemikiran politik sebagai konfrontasi
terhadap hegemoni Barat, Sayyid Qutb (1906-1966) adalah salah satu tokoh yang
masuk dalam lingkup pembahasan dunia perpolitikan Islam. Qutb telah
merumuskan sejumlah agenda politik yang dituangkan dalam beberapa karyanya,
terutama dalam kitab Ma'alim fi al-Tariq” ataupun al- ‘Adalah al-Ijtima ‘tyah fi al-

Islam®

. Pemikiran politiknya telah mempengaruhi berbagai gerakan dalam
menghadapi Barat di negara-negara muslim, terutama Mesir. Secara tidak langsung
dapat dikatakan bahwa ada genologi kekerasan yang terkait dengan teori politik
Qutb yang mengakibatkan lahirnya sekelompok pejuang Muslim garis keras di
beberapa belahan dunia. Terkait dengan hubungan antara pemikiran Qutb dengan

radikalisme®, Nuim Hidayat dalam bukunya Sayyid Qutb. Biografi dan Kejelasan

Pikirannya, menjelaskan bagaimana silsilah pemikiran Osama bin Laden (Tokoh

¢ Azra, Transformasi Politik Islam, 125.

7 Sayyid Qutb, Madlim fi al-Tarig (Kairo: Dar al-Shuriig, 1992).

8 Sayyid Qutb, Al-’Adalah al-Ijtima tyah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Kitab al->Arabiy, 1949).

® Radikalisme adalah tindakan seseorang yang bertujuan untuk merubah tatanan politik yang telah
mapan dan sikap tersebut diimplementasikan dalam bentuk kekerasan guna menggantikannya
dengan sistem baru. Istilah radikal merujuk terhadap gagasan atau tindakan suatu kelompok yang
bergerak untuk menumbangkan tatanan politik, negara atau rezim yang telah mapan dan bertujuan
untuk merongrong legitimasi dan otoritas suatu negara atau rezim. Lihat. Azyumardi Azra, “Jihad
dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis,” Jurnal Islamika, no. 4 (1994), 84-85.



al-Qaeda) yang merupakan seorang murid dari Abdullah Azzam, sementara
Abdullah Azzam sendiri pemikirannya sangat diilhami dari pemikiran Sayyid
Qutb.°

Selain itu, pemikiran Qutb juga sering disandingkan dengan Abul A'la al-
Mawdiidi (w.1979) dari Pakistan. David Sagiv dalam bukunya Islam Otentisitas
Liberalisme mengatakan bahwa tulisan-tulisan Qutb sangat dipengaruhi oleh
Mawdiidi yang tampaknya pertama kali memunculkan kosep jahiliyah baru. Dalam
pemikiran sistem kenegaraan, hukum-hukum yang diterapkan haruslah kembali
kepada syariat Islam, karena Islam tidak hanya menyangkut hal-hal peribadatan
saja, tetapi segala aspek kehidupan termasuk politik masuk didalamnya.'* Sebagai
tokoh al-Ikhwan al-Muslimiin, konsep politik Qutb sangat terpengaruh tokoh-tokoh
organisasi yang diikutinya, bahwa adanya persamaan pandangan serta paham
keagamaan dan politik antara Rashid Rida, Hassan al-Banna dengan Qutb dan
organisasi Ikhwan pada umumnya, diantara yang paling mendasar ialah bahwa:

“Islam adalah suatu agama yang sempurna, yang meliputi tidak hanya
tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk yang
mengatur segala aspek kehidupan, temasuk politik, ekonomi dan sosial; oleh
karenanya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus
kembali kepada agamanya yang lengkap itu, kembali kepada kitab suci, al-
Qur’an dan Sunah Nabi, tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola dan

sistem politik, ekonomi dan sosial Barat”.*?

Salah satu teori pemikiran Islam politik atau Islamisme Qutb adalah konsep

al-Hakimiyah , yaitu paham yang menegaskan bahwa kedaulatan hanya milik Allah

secara mutlak. Hanya Allah semata yang berhak menciptakan hukum sebagai

19 Nuim Hidayat, Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya (Jakarta: Gema Insani, 2005),
24.

" Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, 47.

12 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 1990), 148.



pedoman hidup dan wajib untuk ditaati oleh semua umat Islam dalam seluruh aspek
kehidupan.® Qutb mengatakan bahwa pembentukan teori pemerintahan dalam
Islam harus didasarkan pada kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Melalui
al-Hakimiyah (kedaulatan), Allah sebagai pengatur kehidupan manusia dimana
mereka menyerahkan segala kepentingan pada kehendak dan takdir-Nya di satu sisi,
dan mengatur hak, kehidupan dan kewajiban, hubungan serta ikatan dengan syariat
dan manhaj-Nya pada sisi lain. Dalam aturan-aturan Islam ketika seseorang tidak
mengakui keabsahan Tuhan, dan tidak menerapkan apa yang ada dalam kehendak
dan takdir Tuhan melalui manhaj dan syariat-Nya, maka ia masuk dalam ranah kafir
ataupun syirik. Pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad
utusan Allah ialah fondasi utama (rukn al-Islam al-Awwal) dalam agama, maka
agama tidak akan bangkit sampai fondasi ini benar-benar terwujud seperti yang ia
jelaskan dalam tafsirnya F7 Zilal al-Qur'an.

Dalam memahami pemikiran Islamisme Qutb dalam konsep al-Hakimiyah,
perlu pembahasan dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang sesuai
sehingga mapping dari pemikirannya dapat tersalurkan. Peneliti akan mencoba
menggunakan pendekatan hermeunetika dalam menginterpretasi pemikiran politik
Islam Qutb tentang konsep al-Hakimiyah -Nya.

Dalam membedah ideologi Islamisme melalui konsep al-Hdakimiyah Qutb,
peneliti menggunakan teori hermeunetika dari salah satu tokoh hermeunetik dari
Universitas Buffalo New York yaitu Jorge J.E Gracia. Gracia berpendapat dalam

menginterpretasi makna suatu teks harus melewati tiga fungsi interpretasi** untuk

13 Tim Forum Kajian Ilmiah Afkar, Kritik Ideologi Radikal, I (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 267.
14 Nablur Rahman Annibras, “Hermeneutika JE Gracia (Sebuah Pengantar),” al-Bayan: Jurnal Studi
1lmu Al-Qur’an dan Tafsir, vol.1, no. 1 (2016): 77.



mengetahui hakikat makna suatu teks, yaitu historical function, meaning function,
implicative function.

Dengan tiga fungsi interpretasi diatas, maka peneliti mencoba untuk
membedah alur pemikiran Qutb mulai dari historio munculnya konsep Islamisme
al-Hakimiyah dan bagaimana pemahamannya, kemudian peniliti juga
menggunakan meaning function dalam memberikan komparasi dan analisa
pemikiran Qutb hingga fungsi Implikasi yang ditimbulkan dari pemikirannya.

B. Rumusan Masalah

Setelah menelaah latar belakang diatas, maka perlu untuk memberikan
rumusan masalah agar pembahasan penelitian ini tidak melebar ke pembahasan
yang lain, di antaranya:

1. Bagaimana konstruksi Ideologi Islamisme?

2. Bagaimana kritik terhadap Ideologi Islamisme melalui konsep al-
Hakimiyah Sayyid Qutb perspektif teori fungsi interpretasi Jorge J.E
Gracia?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai respons beberapa permasalahan utama
sebagaimana telah dirumuskan di atas. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Memetakan alur pemikiran Ideologi Islamisme.

b. Kiritik terhadap konsep Ideologi Islamisme Sayyid Qutb dalam perspektif

teori fungsi interpretasi Jorge J.E Gracia.

15 Jorge JE Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology (New York: State University
of New York Press, 1995), 153.



2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan teori
konsep politik Islam, terutama konsep pemikiran dari Sayyid Qutb.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan
tentang pemikiran Sayyid Qutb bagi khazanah keilmuan Islam. Serta dapat
memberikan tambahan informasi bagi para akademisi dan peneliti.

2) Manfaat Praktis
a. Memberikan pemetaan peneliti mengenai kedudukan teori al-Hakimiyah
perpektif Sayyid Qutb dalam usaha membendung Ideologi Islam Radikal
b. Berkontribusi terhadap pemikiran Islam serta menghadirkan Islam secara
lebih komprehensif.
c. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan referensi terhadap beberapa
lembaga-lembaga pengkaji Ideologi Islam dan kalangan praktisi maupun
aktivis Ideologi Kenegaraan.
D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustakan merupakan kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu
yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Gambaran umum
tentang posisi Sayyid Qutb dalam ideologi Islamisme dengan teori al-Hakimiyah
dapat didalami pada beberapa riset sebagaimana yang telah di bahas oleh para
akademisi sebelumnya sehingga tidak akan terjadi pengulangan pembahasan.
Beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dalam

mendukung penelitian ini antara lain:
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dalam konsep
politik Islam
eksklusif Sayyid
Qutb

Re-Interpretasi
pemikiran
ukhuwwah
Sayyid Qutb

Sayyid Qutb and
the crisis of
culture in late
1940s Egypt

Sayyid Qutb and
Social  Justice,
1945-1948

Diterbitkan
Epistemé: Jurnal
Pengembangan
Ilmu Keislaman,
Vol 11,No 1
(2016)

Migot: Jurnal
ilmu-ilmu
Keislaman, Vol
42, No 1 (2018)

International
Journal of Middle
East Studies,
Cambridge
University, Vol
50, Issue 1 (2018)

Journal of Islamic
Studies, Vol 4,
Issue 1, Oxford
Academic (1993)

Temuan Penelitian
Artikel ini membahas tentang
perkembangan  kelompok-
kelompok Islam eksklusif
yang mengklaim agama dan
ideologi mereka lebih benar
daripada yang
semakin meluas dan peran
pemikiran Sayyid Qutb.®

lain yang

Arsyad menganalisis Sayyid
Qutb dalam sampel
pemikirannya tentang konsep
ukhuwah yang menurutnya
bahwa Sayyid Qutb adalah
seorang tokoh pemikir Islam
yang toleran dan cinta
perdamaian.”’

Artikel ini berfokus pada
tulisan aktivis Mesir Sayyid
Qutb pada akhir 1940-an dan
Kritik Qutb terhadap elit
politik, ekonomi, dan budaya
dalam  konteks  generasi
intelektual kritis yang baru
muncul.*®

Artikel ini membahas tentang
bagaimana dampak sosial
yang ditulis oleh Sayyid Qutb
dalam kitabnya al-‘Adalah
al-Ijtimai’tyah ketika
menyelami kelompok Islamis
di Mesir dan dipengaruhi

16 Adib Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Qutb,” Epistemé: Jurnal
Pengembangan Ilmu Keislaman, vol.11, no. 1 (2016): 1-30.
17 Arsyad Sobby Kesuma, “Re-Interpretasi Pemikiran Ukhuwwah Sayyid Qutb,” Migot: Jurnal
Ilmu-Ilmu Keislaman, vol.42, no. 1 (2018): 79-104.
18 Giedre Sabaseviciute, “Sayyid Qutb and the Crisis of Culture in Late 1940s Egypt,” International
Journal of Middle East Studies, vol.50, no. 1 (2018): 85-101,



5

6

oleh kondisi sosial ketika
tahun1945-1948%

Yasien Muslim Journal Scriptura Makalah ini membahas dua
Mohamed fundamentalism:  Stellenbosch konsep utama Qutb jihad
The case of University, Vol (perjuangan) dan jahilliyyah
Sayyid Qutb 99 (2008) (ketidaktahuan)
Juandi Pemikiran Politk =~ Akademika: Artikel ini membahas tentang
Sayyid Qutb: Jurnal pemikiran Sayyid Qutb sebagai seorang
Melacak Islam / Vol 16 No  intelektual muslim yang
Geneologi 2 (2011) memandang bahwa beberapa
Kekerasan kelompok yang menentang
konsep Islamisasi
masyarakat dan negara, harus
diperlakukan seperti
jahiliyyah (orang kafir, kafir,
murtad) sehingga
diperbolehkan  melakukan
kekerasan terhadap rezim
semacam ini.*
DIl

Dari pemaparan tema-tema pembahasan di atas, penelitian yang berkaitan
dengan konsep al-Hakimiyah Sayyid Qutb sejauh pengetahuan penulis belum
diteliti. Maka penulis mengambil studi kritis terhadap konsep ideologi al-
Hakimiyah Qutb tersebut.

E. Landasan Teori

Peneliti menggunakan landasan teori untuk mencapai pendekatan tertentu

dan agar tidak menyimpang dari tujuannya. Peneliti mencoba melandaskan ideologi

Islamisme melalui konsep al/-Hakimiyah Sayyid Qutb dengan teori Islamisme

19 Adnan A. Musallam, “Sayyid Qutb and Social Justice,1945-1948,” Journal of Islamic Studies,
vol.4, no. 1 (1993): 52-70,

20 Juandi, “Pemikiran Politk Sayyid Qutb: Melacak Geneologi Kekerasan,” Akademika: Jurnal
Pemikiran Islam, vol.16, no. 2 (2011): 193-214.



seorang guru besar di bidang hubungan International di Universitas Gottingen,
Jerman yaitu Bassam Tibi.

Islamisme adalah konsep lain dari fenomena politik Islam. Tibi dalam
bukunya Islam dan Islamisme, mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara
konsep Islam dan Islamisme. Tibi mengemukakan bahwa konsep Islamisme bukan
hanya suatu permasalahan politik belaka, akan tetapi lebih kepada politik yang
diagamaisasikan (religionized politics).**

Menurut Tibi, Ideologi Islamisme memiliki enam ciri utama. Pertama,
kelompok Islamis memandang bahwa Islam adalah a/-Din al-dawlah; yaitu
penyatuan agama dan negara dengan al-nizam al-islamiy sebagai sistem
pemerintahan harus dijalankan. Tibi menegaskan bahwa landasan dasar ideologi
kelompok Islamis adalah tentang kesatuan antara agama dan negara. Kedua, Tibi
menemukan kejanggalan dalam posisi Islamisme di negara yang menerapkan
sistem demokrasi. Kelompok Islamis menginginkan berdirinya negara Islam, dan
pasti akan bertentangan dengan misi demokrasi yaitu tentang gagasan civic
pluralism. Tetapi, demokrasi tetap harus memberikan ruang terhadap kelompok-
kelompok yang beragam suara termasuk mereka yang menyerukan berdirinya ide
negara Islam. Ketiga, bahwa kaum Yahudi adalah musuh utama umat Islam yang
diproyeksi akan menghancurkan eksistensinya. Orang Yahudi memiliki cita-cita
untuk menciptakan sebuah tatanan dunia Yahudi dan ini akan berbenturan dengan
cita-cita umat Islam. Keempat, adanya evolusi pemaknaan jihad tradisional ke
ideologi Jihadisme. Ciri utama kelompok Islamis adalah ideologi jihadisme yang

merupakan penafsiran ulang terhadap makna jihad. Kelima, syariatisasi negara.

2L Tibi, “Islam dan Islamisme”, 1.



Kelompok Islamis menafsirkan ulang teks al-Qur’an guna mendukung ide-ide
politik mereka karena diperlukan fleksibilitas yang dapat menjadikannya sebagai
landasan hukum. Maka, mereka menawarkan penarapan syari’at Islam secara total
dalam melandasi semua tatanan kenegaraan. Keenam, kelompok Islamis terobsesi
untuk mengajukan pernyataan tentang orisinalitas, kemurnian dan klaim keaslian
dalam Islam. Hal ini akan menentukan posisi kelompok Islamis dalam konsep
sekularisasi dan juga desekularisasi.??

Selain itu, dengan Ideologi Islamisme, mereka mencoba untuk
mengartikulasikan Islam sebagai sistem yang dapat merespons defisit ekonomi,
budaya dan politik. Mereka membayangkan Islam sebagai sebuah tatanan sistem
ilahiyah yang lengkap dimana didalamnya mencakup semua role model tentang
dunia perpolitikan, struktur hukum, kode budaya hingga tata perekonomian yang
maju. Sistem inilah yang akan merespons semua permasalahan yang dimiliki oleh
umat manusia.?

Maka dalam memahami Ideologi Islamisme politik Sayyid Qutb, perlu
melihat bagaimana kondisi sosio-historis Qutb dalam mengarungi dunia politik,
landasan teori yang pas harus digunakan sehingga tujuan penelitian ini dapat
tercapai. Teori Islamisme Bassam Tibi inilah yang digunakan sebagai landasan
dalam memahami alur bagaimana lahirnya ideologi Islamisme melalui al-

Hakimiyah Qutb dengan menelaah kondisi sosio-historis Qutb waktu itu.

22 Tibi, “Islam dan Islamisme”, 35.
23 Asef Bayat, Pos-Islamisme, terj: Faiz Tajul Millah (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2011), 12.



F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi sub-bab yang akan diulas
dalam 3 hal yang berkenaan dengan metodologi yang digunakan dalam
menganalisis problem akademis sebagaimana tersebut diatas.

1. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian bibliografis kualitatif dengan
menggunakan metode library research (kepustakaan). Hal ini juga digunakan
sebagai metode pengumpulan data baik dalam berbentuk naskah ataupun tulisan
dari buku-buku yang bersumber dari kajian literatur kepustakaan. Objek dari
penelitian ini adalah beberapa karya pemikiran Sayyid Qutb.

2. Pendekatan

Dalam meneliti pemikiran Sayyid Qutb, dan secara khusus kritik terhadap
konsep ideologi Islamisme melalui al-Hakimiyah -nya, maka perlu menggunakan
pendekatan yang sesuai dengan tema yang diangkat. Pedekatan yang digunakan
pada penelitian ini adalah pendekatan hemeunetika, karena yang akan diteliti adalah
teks-teks yang ditulis oleh Sayyid Qutb.

Hermeneutika secara umum bisa didefinisikan sebagai teori atau filsafat
yang membahas tentang interpretasi makna. Kajian hermeneutika menjadi daya
tarik utama di kalangan para ilmuwan mulai dari Hans-Georg. Gadamer, Emilio
Betti, Schleieirmacher, hingga Paul Ricoeur dari dunia barat, dan Fazlur Rahman,

atau Hassan Hanafi di belahan timur.



Pendekatan ini digunakan untuk memahami alur pemikiran Qutb dalam
memahami konsep al-Hakimiyah -Nya yang tertulis dalam beberapa karya-karya
literatur.

3. Teori

Peneliti mendeskripsikan secara teoritik permasalahan Ideologi Islamisme
melalui konsep al-Hakimiyah Sayyid Qutb dengan menggunakan Teori
Hermeneutika Jorge J. E. Gracia, seorang seorang professor di Departemen Filsafat
Universitas Buffalo New York. Dalam bukunya 4 Theory of Textuality, Gracia
memperkenalkan suatu teori penafsiran interpretasi yang dikenal sebagai teori
fungsi interpretasi (interpreter function). Gracia menyebutkan sedikitnya ada tiga

fungsi yang berkaitan dengan interpretasi. Ketiga fungsi itu adalah?*:

)

Interpreter
function theory

H

A

Historical

function
N S

L

Implicative
function

N S

Meaning function

(

a. Historical Function, yaitu menciptakan kembali dalam benak audiens
kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh “pengarang historis” atau
pengarang asli dari teks historis dan “audiens histori”. Fungsi ini bertujuan
membantu audiens (kontemporer/masa kini) memahami teks, sebagaimana
yang dipahami oleh pengarang dan audiens historis. Parameter dari
pemahaman dalam fungsi ini adalah dengan tidak melampaui apa yang

dipahami oleh pengarang dan audiens historis.

24 Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, 153.



b. Meaning Function, yaitu menciptakan dalam benak audiens kontemporer
suatu pemahaman yang mungkin melampaui pemahaman yang dimiliki
oleh pengarang dan audiens historis dari suatu teks. Pelampauan
pemahaman tersebut dapat dimunculkan dengan membahas aspek-aspek
yang mungkin belum diketahui oleh pengarang dan audiens historis
tersebut.

c. Implicative Function, yaitu menciptakan di benak audiens kontemporer
suatu pemahaman tentang implikasi makna, terlepas dari apakah implikasi
dari makna tersebut telah diketahui atau tidak oleh sang pengarang dan
audiens historis itu sendiri.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan, penelitian dengan
judul “Islamisme dan Konsep al-Hakimiyah Sayyid Qutb Perspektif Teori Fungsi
Jorge J.E. Gracia” akan terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang
beberapa pokok persoalan dan rancangan penelitian.

Bab dua menejelaskan tetang kajian teoretis Ideologi Islamisme. Bab ini
mencoba untuk mempetakan persoalan yang terkait dengan Ideologi Islam politik,
sumber dan penyebabnya. Kajian ini sebagai dasar pijak untuk membahas berbagai
persoalan pokok yang terkait dengan pandangan Qutb tentang politik Islam.

Bab tiga membahas biografi singkat Sayyid Qutb dan perjalanan hidupnya,
Dari sini dapat diketahui perjalanan aktivitas, karir serta karya-karya Qutb yang
memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangannya serta tentang konsep al/-

Hakimiyah yang menjadi objek penelitian.



Bab empat sebagai inti dari penelitian ini menguraikan tentang kritik
Ideologi Islamisme melalui al-Hakimiyah perspektif Qutb dengan menggunakan
teori Hermeunetika Gracia dan relasi pemikirannya dengan konsep Islam radikal
dan juga implikasi konsep al-Hakimiyah Qutb tersebut terhadap dunia perpolitikan
secara global.

Bab kelima Penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk

rekomendasi penelitian-penelitian mendatang.



BAB II

ISLAMISME; DEFINISI, TIPOLOGI DAN PERKEMBANGANNYA

A. Definisi Islamisme

Dalam dunia muslim, hampir semua gerakan Islam telah menempatkan
ideologi dalam posisi dan fungsi yang sangat penting. Gerakan-gerakan Islam
seperti al-lTkhwan al-Muslimin di Mesir, Jamd’at Islam di Pakistan, dan gerakan-
gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam dan Masyumi, lahir dan tidak
lepas dari ideologi. Pandangan yang mempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam
makna Islam sebagai agama yang menyeluruh menyangkut segenap aspek
kehidupan termasuk politik dan memproyeksikan Islam itu secara langsung atau
integral dengan kehidupan politik atau negara.*

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali label formal Islam dan
penerapan syariat Islam, tergolong Islam ideologis atau dalam istilah yang
belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan Islam ideologis karena watak dan
orientasi keagamannya berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang
mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta
memperjuangkan cita-cita politik Islam.* Islamisasi harus dilakukan melalui
keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Bagi kaum Islamis,
keterlibatan dalam politik berpijak pada Islam sebagai sistem pemikiran yang

umum dan menyeluruh (Islam is a global and synthesizyng system of thought),

% Syahrir Karim, “Islamisme dan Demokratisasi Di Indoensia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-
Politik,” Sulesana.: Jurnal Wawasan Keislaman vol.7, no. 2 (2012): 150.

26 Tslamisme (Gerakan Islam ideologis) dapat dilihat pada konteks partai-partai Islam dan gerakan-
gerakan Islam non-partai politik.



masyarakat Islam dalam berbagai landasan dan struktur kehidupannya haruslah
Islami.

Oleh Hasan al-Banna, gerakan Islam yang selalu berpandangan bahwa
Islam adalah bagian integral dalam politik atau negara disebut dengan “Islamiyah”
(Islamiyah). Sedangkan dalam wacana kontemporer dikenal dengan “Islamism”
(Islamisme). Para Islamiyah disebut “Islamiyiin”, sedangkan pengikut Islamisme
disebut “Islamis”. Islamiyah dalam makna mutakhir (kontemporer) sebagaimana
diperkenalkan para sarjana Barat yang mempelajari Islam dan fenomena
gerakangerakan fundamentalisme Islam, sepadan dengan istilah atau konsep
“Islamisme” (Islamism). Islamisme merupakan fenomena gerakan Islam
kontemporer yang memandang Islam sebagai ideologi politik, termasuk yang
membawa kecenderungan neo-fundamentalisme yang sangat peduli pada syariat
Islam.?’

Islamisme merupakan respons politik-budaya terhadap krisis atas kegagalan
pembangunan pascakolonial di berbagai masyarakat Islam yang berada di bawah
kondisi global.® Menurut Berman Sheri dalam jurnalnya yang berjudul “Islamism,
Revolution, and Civil Society” paham Islamisme merupakan kepercayaan kembali
bahwa Islam sebagai pedoman kehidupan manusia yang mencakup segala aspek
politik, sosial, dan pribadi.?® Islamisme sebagai ideologi yang eksis di abad global
ditandai oleh sesuatu yang disebut dengan kembalinya ke suci. Jalan lain menuju

agama ini terjadi di bawah kondisi krisis ganda: krisis pertama bersifat normatif dan

27 Arun Kundnani, “Islamism and the Roots of Liberal Rage,” t.tp, Race & Class, vol.50, no. 2
(2008): 44-45.

2 William E Shepard, Sayyid Qutb, and Islamic Activism, “A Translation and Critical Analysis of
Social Justice in Islam,” Leiden, London..., EJ Brill, 1996, 40.

29 Sheri Berman, “Islamism, Revolution, and Civil Society,” Cambridge University Perspectives on
Politics vol.1, no. 2 (2003): 1.



terhubung dengan modernitas sekular, dan krisis lainnya adalah struktural dan
terkait dengan kegagalan pembangunan. Namun meski ada penampakan artifisial
dari kebangkitan kembali agama, kembalinya yang suci bukanlah sebentuk
“renaisans agama”. Melainkan, agama menerima suatu bentuk politis. Dalam Islam,
agamaisasi politik dijalankan dengan mengatasnamakan ummat (komunitas) yang
dibayangkan. Tatanan politik yang dihasilkan dikenal sebagai negara syariat. Oleh
karena itu, Islamisme bisa diidentifikasi sebagai sebuah ideologi yang
menghubungkan al/-din (agama) dengan al-dawlah (negara) dalam tatanan politik
berbasis syariat. Ini adalah agenda politik yang diagamaisasikan, bukan agenda
spiritual. Di samping itu, agenda ini tidak bersifat lokal, hanya terbatas pada negara-
negara yang memiliki jejak peradaban Islam, tetapi juga secara global, sebagaimana
para Islamis bermaksud mencipta ulang dunia secara keseluruhan.*

Kemunculan kembali Islam dalam format Islamisme bukanlah kemunculan-
kembali iman melainkan kemunculan-kembali yang suci dengan klaim politik.
Islam tidak pernah surut sebagai iman, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai kencaraan
legitimasi politik setelah penghapusan kekhilafahan pada 1924, dan kelahiran
banyak negara-bangsa sekuler di seluruh dunia Muslim. Muncul setelah suksesi uji
coba agama dan sekuler yang gagal, Islam politik menawarkan formula al-Islam
huwa al-hall (Islam adalah solusi). Sebagaimana semua pendahulunya, Islam
politik tidak merepresentasikan kepercayaan akan modernitas, tetapi justru
mengelak dari nilai-nilainya. Kendati demikian, para Islamis bukanlah
tradisionalis, karena memang mereka memakai berbagai instrument modern dari

sains dan juga teknologi, meskipun mereka menggabungkan pendekatan ini dengan

30 Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, terj. Alfathir Adlin, (Bandung: Mizan, 2016), 2-3.



penolakan tegas atas nilai-nilai modernitas dan pandangan-dunia rasionalis.
Ambiguitas ini merupakan ciri utama dari semua penganut fundamentalisme.
Gagasan “kembalinya yang suci” bertumpu pada tiga anggapan. Jika

diterapkan pada Islam, adalah sebagai berikut:

Pertama, agama Islam itu diperuntukan bagi umat Islam awam dan bukan
formula politik untuk suatu tatanan negara, tetapi merupakan sistem ibadah
dan budaya yang menentukan pandangan-dunia dan cara hidup mereka. Telah
begitu jelas bahwa formula Islamis ihwal din wa al-dawlah (kesatuan agama
dan negara) bukan merupakan ciri Islam itu sendiri tetapi lebih pada penanda
batas utama antara Islam dan Islamisme. Dan ini merupakan temuan yang
diciptakan untuk menanggapi globalisasi modernitas, yang dihasilkan oleh

“krisis Islam modern” yang lazim terjadi di seluruh peradaban Islam.

Kedua, Islamisasi demokrasi yang seharusnya dicapai dalam konteks
Syariah hanyalah kamuflase bagi agenda tatanan yang totaliter. Konsep
Islamis tentang tatanan ilahi tidak hanya menolak kedaulatan rakyat, tetapi
juga menolak setiap pluralism demokratis yang mengakui suatu tempat bagi
liyan politik. Islamis berpikir dalam kode biner tentang sosok Muslim sejati
dan orang kafir. Bahwa Islamisme secara intrinsic tidak sesuai dengan bentuk
liberal “Islam yang terbuka”. Islamisme tidak memiliki semua dasar etika

untuk merengkuh pluralism demokratis.

Ketiga, sebagai varian fundamentalisme agama, Islamisme bukan hanya
bentuk lain dari modernitas, sebagaimana halnya sebagian sarjana bicarakan
tentang perdebatan “modemnitas lipat ganda”. Ini merupakan ideologi totaliter,
dengan adanya gerakan tersebut yang mempresentasikanya. Penggunaan
instrumental bentuk masyarakat sipil yang demokratis tidak akan mengubah

gerakan totalitarian menjadi gerakan yang demokratis.?
Selain itu, gagasan tentang religionized politics “politik yang

diagamaisasikan” itu penting untuk memahami argumen dasar ideologi Islamisme.

31 Siti Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya Di Indonesia,” Aglam: Journal
of Islam and Plurality, vol.3, no. 1 (2018): 7.



Religionized politics berarti promosi suatu tatanan politik yang dipercaya
beremanasi dari kehendak Allah dan bukan berdasarkan kedauatan rakyat. Islam itu
sendiri tidak melakukan hal seperti itu. Sebagai mana iman, cara beribadah dan
kerangka etis, Islam menyiratkan nilai-nilai politis tertentu namun tidak
mensyaratkan suatu tata pemerintah khusus. Islamisme tumbuh dari interpretasi
spesifik atas Islam, namun itu bukanlah Islam, akan tetapi lebih pada ideologi
politik yang berbeda dari ajaran agama Islam. Dengan demikian, Islamisme juga
bukanlah bentuk dari suatu kebangkitan kembali Islam. Islamisme tidak
menghidupkan kembali Islam, tetapi malah merekonstruksi Islam yang tidak sesuai
dengan warisan sejarahnya. Islamisme mendambakan kebangkitan kembali sejarah
dan kejayaan Islam, namun upaya tersebut merupakan suatu tradisi yang dibuat-
buat. Utopia kalangan Islamis, yaitu suatu sistem yang diimajinasikan dari
pemerintahan ilahi bernama al-Hakimiyat al-llah (pemerintahan Tuhan), tidak
pernah ada dalam sejarah Islam.*

Beberapa Peneliti menempatkan konotasi Islamisme sebagai subjek penting
dalam pembahasan Islam politik. Permasalahan yang sering diangkat diantaranya
apakah Ideologi Islamisme diladaskan pada agama itu sendiri atau hanya
diakomodir oleh isu-isu perkembangan dunia politik saat ini saja. Meghnad Desai
dalam bukunya Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror memilih

bahwa Islamisme bukan murni bagian dari Islam karena Islam dan Islamisme

32 Tibi, Islam dan Islamisme, 1.



berbeda.** Dia berpendapat bahwa Islamisme mengacu pada entitas politik Islam
yang berarti Islamisme dibawa oleh agenda politik belaka.**

Istilah “Islamisme™ sendiri mencerminkan suatu pendekata umum dengan
menambahkan akhiran “isme” untuk mencerminkan perubahan dari ide aslinya
menjadi ideologi. Misalnya, penambahan “isme” kepada nama Karl Marx
mencerminkan suatu upaya untuk mentransformasi berbagai pemikiran dari
humanis Eropa ini menjadi suatu ideologi yang tidak selalu sesuai dengan
pemikiran Karl Marx. Marxisme lebih jauh dikembangkan oleh Leninisme menjadi
komunisme totalitarian, sesuatu yang sama sekali tidak pernah diniatkan oleh Marx.
Dalam cara berpikir serupa, politisasi Islam merupakan suatu proses yang dengan
agama ini digunakan sebagai artikulasi kepentingan politik yang tidak sejalan
dengan ajaran agama Islam. Agama politis menjadi suatu sarana untuk mencapai
berbagai tujuan non-religius. Islamisme bukan Islam, tetapi Islamisme merupakan
tafsir politis atas agama ini; dengan kata lain, ini memang berdasarkan Islam dan
bukan terletak di luar Islam. Jika perbedaan kecil ini tidak dipahami dengan tepat,
maka siapa pun bisa membuat kesalahan dalam memahami Islamisme semata
sebagai penyalahgunaan instrumental Islam.

Politisasi yang dengannya Islam ditransformasikan menjadi agama politis
Islamisme merupakan isu pokok yang mencuat di tengah situasi sosial yang tengah
mengalami krisis. Misalnya, pertimbangan dampak dari klaim Islam atas

universalitas. Politisasi universalisme ini membuahkan ideologi politis

3 Meghnad Desai, Rethinking Islamism: The Ideology of the New Terror (New York: IB Tauris,
2006).
34 Muhammad Atiullah Othman and Siti Noranizahafizah Boyman, “Political Islam in Islamism and

Post Islamism: A Study on Islamic Renaissance Front (IRF)”, International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, vol.8, no. 1 (2018): 687—88.



internasionalisme aktivis yang menyerupai ideologi poltis komunisme
internasionalis. Kedua ideologi tersebut berhasrat ingin mencipta ulang dunia.
Tidaklah mengherankan bahwa kalangan Islamis, sembari menolak banyak ide
Barat (dan mengklaim menolak semua ide tersebut), malah meminjam dari
komunisme ide tentang revolusi dunia.®

Dalam bukunya The Failure of Political Islam, Oliver Roy menyebutkan
bahwa gerakan Islam menjadikan Islam sebagai ideologi politik dengan sebutan
Islamisme. Islam diposisikan sebagai seperangkat gagasan yang memberi arah
seseorang pada tujuan, harapan dan tindakannya. Islam sebagai sebuah ideologi
dianggap sebagai visa yang komperhensif, sebagai cara untuk melihat dunia
(worldview). Tujuan utama dibalik ideologi Islam adalah untuk menawarkan
perubahan dalam masyarakat, dan kepatuhan terhadap seperangkat cita-cita yang
sesuai dengan ajaran Islam, melalui proses normatif. Selanjutnya Islam diposisikan
sebagai sistem pemikiran yang abstrak dan akan diterapkan pada masalah publik
sehingga membuat konsep ini sebagai pusat acuan politik. Di sinilah Islam

ditetapkan sebagai ideologi politik.*

35 Tibi, Islam dan Islamisme, 8.

36 QOlivier Roy, The Failure of Political Islam (Harvard: Harvard University Press, 1994), 2-4. Istilah
Islamisme juga dipakai oleh Salwa Ismail dalam merujuk dua fenomena, yaitu politik Islamis dan
reislamisasi, sebuah proses pada domain yang beraneka ragam dari kehidupan social yang
diselubungi oleh tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi budaya Islam. Proses ini
meliputi pemakaian jilbab, kebutuhan yang semakin besar pada bacaan Islam dan komoditi agama
lainnya, penampakan symbol-simbol identitas agama, pembingkaian kembal aktivitas ekonomi
dengan terma Islam. Dalam literatur akhir-akhir ini, reislamisasi dimaknai secara lebih luas dari
Islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan Islamisme. Islamisme menurut Salwa tidak
semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan
referensi Islam di wilayah sosial dan kebudayaan. Salwa Ismail, Rethinking Islamist Politics:
Culture, the State and Islamism (London-NewY ork: Bloomsbury Publishing, 2003), 2. Tetapi disini
penulis tidak menggunakan konsep ini, tetapi lebih pada penggunaan Islamisme sebagai Ideologi
politik seperti yang dikonseptualisasikan oleh Oliver Roy. Sebab, Islamisme dalam pengertian
ideologi-formalis yang menimbulkan masalah terkait dengan transisi demokrasi, sedangkan ekspresi
budaya (reislamisasi) tidak.



Ideologi politik Islam (Islamisme) berangkat dari asumsi tentang “imajinasi
politik Islam™ sebagai tatanan politik ideal yang tunggal yang dipraktikan oleh
Rasulullah dan empat khilafah pertama. Model ini menawarkan cita-cita
masyarakat Islam kepada para pendukung Islam politik. Sebuah masyarakat yang
tidak ada keterpisahan antara agama, hukum dan politik. Agama dan negara
diyakini menjadi satu kesatuan (al-Islam din wa al-dawlah). Syariat haruslah
menjadi satu-satunya sumber hukum selain norma bagi perilaku individu, baik
penguasa maupun orang awam. Negara ideal ini tidak pernah dikonsepsi sebagai
negara bangsa (nation state) yang diteritorialkan. Tujuan dari negara model ini
adalah memperoleh kekuasaan yang memerintah seluruh umat beriman diseluruh
dunia (Pan Islamisme).

Pandangan kalangan Islamis sendiri banyak terinspirasi dari tulisan-tulisan
ideolog kelompok al-Ikhwan al-Muslimiin, Sayyid Qutb: Pertama, Gerakan Islamis
memiliki argument politik bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan
totalitarian. Menurut mereka, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja
tidak cukup, tapi harus Islami dalam landasan maupun strukturnya. Bahkan bagi
kalangan Islamis radikal (pengikut Qutb dan Imam Khomeini) setiap orang punya
kewajiban untuk memberontak terhadap negara muslim yang tidak Islami. Bahkan
adalah kewajiban untuk mengkafirkan, mengekskomunikasi (fakfir) penguasa yang
dipandang murtad serta untuk melakuka tindakan kekerasan (terorisme dan
revolusi) terhadap penguasa tersebut. Dan ideologi kekerasan bermula dari sini.
Kedua, Masyarakat hanya bisa diislamkan melalui kegiatan sosial serta politik.
Gerakan Islamis memilih terlibat langsung dalam kegiatan politik dengan agenda

meraih kekuasaan.



Ketiga, kalangan Islamis menerima pandangan klasik bahwa Islam
merupakan sistem yang lengkap dan universal sehingga tidak perlu melakukan
“modernisasi” ataupun penyesuaian diri. Justru mereka hendak menerapkan model
ini atas objek modern; masyarakat dalam pengertian modern yang teridentifikasikan
menjadi badan-badan sosial, politik, dan ekonomi. Keempat, Islamisme
memandang bahwa penerapan syariat sebagai aturan hukum adalah hal niscaya.
Namun, Islam lebih dari sekadar penerapan syari’at, tetapi merupakan sebuah
ideologi yang utuh dan menyeluruh. Maka Islamisasi menyangkut masyarakat,
negara dan hukum sekaligus.®’

Penjelasan diatas sejalan dengan beberapa fenomena Gerakan Politik Islam
yang oleh Bassam Tibi disebut sebagai “Fundamentalisme Islam”. Menurutnya,
Gerakan yang muncul pasca keberhasilan revolusi Iran ini bukanlah ekspresi Islam
sebagai kepercayaan agama, melainkan fundamentalisme Islam sebagai ideologi
politik. Sebagai ideologi politik, fundamentalisme bukanlah keyakinan-keyakinan
agama itu sendiri, melainkan sebagai pandangan dunia sosio-politik, yakni
mengenai watak negara, masyarakat dan tatanan politik dunia, namun masalah itu
diartikulasikan dengan simbol-simbol agama. Terjadi politisasi agama dalam
fundamentalisme.*®

Dalam pandangan lain, Islamisme diartikan sebagai sebuah keyakinan
bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan
unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atauran sosial.

Dimanapun kaum Islamis berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada

37 M. Imdadun Rahmat, Islamisme di Era Transisi Demokrasi, I (Yogyakarta: LKiS, 2018), 26.
38 Bassam Tibi, Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru,
terj, Imron Rosyidi Dkk. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000), 22.



dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Usaha-
usaha tersebut bisa ditempuh melalui aksi-aksi atau gerakan damai ataupun
kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan
Islamis tersebut. Lebih lanjut, bahwa Islamisme (orientasi politik Islamis)
merupakan sesuatu yang krusial dalam mendefinisikan sejauhmana seorang muslim
di anggap Islamis atau tidak. Beberapa ahli tentang masyarakat muslim, seperti
Lewis dan Gellner, ataupun sarjana ilmu politik, seperti Huntington dan Kedourie,
mencoba membuktikan bahwa Islamisme merupakan hal universal bagi kaum
Muslim. Bagaimana mengukur Islamaisme, satu cara untuk melakukan hal tersebut
adalah mengetahui bagaimana para ideolog Islamis mendefinisikan Islam sebagai
Ideologi sosial politik. Bagi Bubalo dan Fealy, tujuan akhir Islamisme itu sendiri
adalah pendirian negara atau sistem Islam.*

Dalam beberap kasus, implementasi ideologi politik Islam (Islamisme)
terhadap hukum negara cenderung mengetat. Hal itu tercermin kuat dari tuntutan
formalisasi syariat Islam secara total (kaffah) melalui penguatan posisinya dalam
konstitusi. Penerapan syariat Islam dalam kerangka formal merupakan elemen
terpenting Islamisme. Masuknya syariat Islam dalam konstitusi diasumsikan
sebagai pintu masuk bagi agenda Islamisme lainnya. Dalam konteks implementasi
syariat Islam, kalangan Islamis tidak puas dengan capaian yang telah diraih oleh
gerakan politik Islam.

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim menerapkan sistem yang

berbeda-beda dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam konstitusi maupun

39 Anthony Bubalo and Greg Fealy, Joining the Caravan (Australia: Lowy Institute for International
Policy, 2005), 9.



aturan hukumnya. Terdapat tiga jenis penerapan: sistem campuran, sistem klasik

dan sistem sekuler.*®

Tabel 2.1.
Deskripsi Implementasi syariat Islam

No Implementasi syariat Pengertian Contoh negara
Islam
1 Sistem campuran Bahwa sistem tersebut Mesir, Indonesia,
mendasarkan  diri  pada Afghanistan,
hegemoni konstitusi Pakistan,

nasional dan kedaulatan Malaysia, Nigeria
hukum (rule of law), pada dan Sudan

saat yang sama

memungkinkan aturan

Islam bisa berperan secara

dominan dan berpengaruh

di bidang hukum nasional.

2 Sistem Klasik Hukum nasional di negara- Arab Saudi
negara tersebut secara resmi
disesuaikan dengan Syariah
klasik dan dalam substansi
hukum nasional sebagian
besar didasarkan pada
syariah

3 Sistem Sekuler Dalam sistem ini, campur Turki, Mali,
tangan agama dalam urusan Kazakhstan
negara, politik dan hukum
tidak diizinkan

Konsep ideologi fundamentalis Islamisme berpusat pada konsep al-nizam
al-Islamiy (tatanan politik Islam). Diawali dengan menolak norma-norma Barat

yang sekuler dan tatanan dunia yang tidak Islami dilanjutkan dengan seruan

40 Jan Michiel Otto and others, “Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and
Opportunies for Dutch and EU Foreign Policy,” t.tp, 2008, 8-9.



kembali pada tatanan otentitas mereka sendiri. Perjuangan “menciptakan kembali
dunia” ini dilakukan dengan mengganti negara bangsa (sekuler) menjadi al-nizam
al-Islamiy.**

Pembentukan al-nizam al-Islamiy dimaksudkan untuk menjadi langkah
pertama dalam proses bertahap. Hal yang membuat Islamisme mejadi isu global
adalah bagian kedua dari visi ini: perluasan negara Islam untuk menciptakan sebuah
tatanan dunia. Revolusi dunia yang diproklamasikan oleh Islamis tidak hanya
bertujuan untuk membuat kembali tatanan politik dari negara territorial, tetapi juga
diarahkan pada pembaruan dunia. Seperti halnya Kristen, Islam adalah agama
dengan misi universalis: Islam secara eksplisit berusaha menggantikan tatanan
sekuler yang ada dari negara-negara yang berdaulat dengan satu Islam. Dari segi
ini, Islamisme malah menyerupai ajaran komunis. Sebagai pengganti proletariat
Marxis, yang diharapkan mengusung revolusi dunia, internasionalisme Islamis
menawarkan ummah bentukan (invented ummah). Ummah Islamis ini, tidak seperti
halnya ummah Islam tradisional, bukanlah komunitas iman tetapi gerakan politik
yang anggotanya mendukung pemberlakuan hukum syariat secara ketat oleh
agama.

Tujuan mereka adalah Islamisasi tatanan politik yang perwujudannya
adalah penggulingan rezim-rezim yang ada, dengan implikasi dewesternisasi.
Kaum fundamentalis Islam menantang dan meruntuhkan tatanan sekuler tentang
lembaga politik dan menggantinya dengan tatanan Tuhan, yang disebut dengan al-
Hakimiyat al-1lah. Sistem yang mereka inginkan bukan sekadar tatanan domestik,

melainkan fondasi bagi sistem dunia baru sebagai pengganti sistem yang ada. Di

41 Rahmat, Islamisme Di Era Transisi Demokrasi, 26.



sini, setiap tema ideologi yang ditawarkan berhubungan dengan sepasang dikotomi:
tatanan Allah vs tatanan sekuler; a/-Nizam al-Islamiy vs negara sekuler; shiira vs
negara demokrasi; syariat vs hukum positif atau legislasi manusia; dan yang paling
penting al-Hakimiyat al-Illah vs kedaulatan rakyat.*

Seorang Profesor Sosiologi di Illionis University kelahiran Iran, Asef Bayat,
pada tahun 2007 menyusun bukunya yang berjudul “Making Islam Democratic:
Social Movement and Post-Islamist Turn.”* Didalamnya ia menawarkan suatu
istilah yaitu Pos-Islamisme. Gagasan tentang Pos-Islamisme ini, menurut Bayat,
telah ia kenalkan pada tahun 1996 melalui tulisannya pada sebuah esai dengan judul
“The Coming of a Post-Islamist Society.” Dalam tulisan itu, Bayat mendefinisikan
Pos-Islamisme sebagai

“....a condition where, following a phase of experimentation, the appeal,
energy, symbols and sources of legitimacy of Islamism get exhausted, even
among its once-ardent supporters. As such, post-Islamism is not anti-Islamic,

but rather reflects a tendency to resecularize religion. Predominantly, it is

marked by a call to limit the political role of religion.”**

Kejadian seperti yang ada pada Iran Kontemporer, Bayat mengatakan
bahwa Pos-Islamisme dinyatakan sebagai suatu gagasan fusi antara Islam (sebagai
Iman) dan kebebasan serta pilihan individu; dengan Pos-Islamisme yang dikaitkan
dengan beberap nilai demokrasi dan juga aspek modernitas. Ide yang diusung
adalah bahwa Islam dalam menghadapi seluruh masalah sosial, politik hingga

ekonomi masyarakat telah buntu dan tidak memiliki jawaban. Bayat mengatakan,

42 Rahmat, Islamisme Di Era Transisi Demokrasi, 27.
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Pos-Islamisme tidak hanya wacana Islam compatible saja dengan modernitas, akan
tetapi kelangsungan jalan hidup sebuah agama sangat tergantung pada pencapaian
kompabilitas tersebut. Bayat memberikan ilurtrasi tentang sikang seorang Pos-
Islamis dalam ungkapannya “jika masjid harus dihancurkan untuk membuat jalan
raya, kami tidak keberatan.”

Bayat juga menerangkan tentang fase hadirnya Pos-Islamisme. Ketika
sebuah fase dimana eksperimentasi, energi, seruan dan sumber-sumber legitimasi
Islamisme terkuras habis, bahkan dari para pendukung Islamisme yang ambisius,
mereka mulai sadar bahwa ada keganjilan dan ketidaksempurnaan sistem yang
mereka miliki ketika akan dijadikan sebagai institusi pemerintan. Dalam kondisi
ini, membuat mereka ada dalam situasi rawan kritik. Maka solusi yang dipilih
adalah jalan pragmatis agar bagaimana sistem ini bisa bertahan meski pada akhirnya
mereka juga akan meninggalkan prinsip dasarnya.*®
B. Perkembangan Ideologi Islamisme

Apabila ditelusuri secara saksama, eksistensi gerakan Islamisme ini
sebenarnya sejalan dengan gerakan revivalisme Islam yang dipertautkan dengan
gerakan kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah, Muhammad Abdubh,
Muhammad bin Abd. Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rasyid Ridha di
dunia Islam.*” Kelompok Islamisme memperjuangkan penerapan moralisasi politik

berdasarkan  keunggulan prinsip-prinsip agama Islam.”®* Asef Bayat

4 Bayat, The Coming of a Post-Islamist Society, 46.

4 Tedi Kholiludin, “Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil: Membaca Arah Baru Gerakan
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mengungkapkan bahwa Islamisme sebagai Ideologi yang bertujuan untuk
mengubah tatanan kenegaraan menjadi lebih Islami dalam bentuk negara agama
dan diterapkan landasan hukum syariat Islam.* Diantara beberapa tokoh yang
dikenal sebagai pendukung utama ideologi Islamisme diantaranya Hassan al-
Banna, Sayyid Qutb, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, Yusuf al-Qaradawi dari Mesir; Abu
al-A’la al-Mawdudi dari Pakistan; dan Usamah b. Ladin dari Riyadh, Arab Saudi
dari kelompok al-Qaeda.*

Hal terpenting dalam mengetahui faktor kesamaan dari semua kelompok
Islamisme adalah bagaiaman ambisi mereka untuk mengubah tatanan dunia.
Islamisme bukan semata tentang kekerasan, akan tetapi diatas semuanya itu adalah
tentang tatanan dunia. Oleh karena itu, istilah neo-Arab, yaitu al-Nizam (sistem),
adalah titik fokus bagi semua ideologi Islamis. Tatanan politik Islamisme juga
merupakan tatanan dunia baru. Tatanan dunia yang sudah mapan, berdasarkan
Perdamaian Westphalia 1648, itu sekular, sementara yang dibayangkan oleh para
Islamis itu sacral, yaitu konsep al-dawlah al-Islamiyah, negara yang berlandaskan
syariat, dan berdasarkan hakimiyyat Allah (pemerintahan Tuhan) untuk
menggantikan kedaulatan rakyat. Maka, tatanan ini sangat kontradiktif dengan dan
menolak keras “sintesis Westphalia” dan tatanan ini seharusnya ditingkatkan,
menurut kalangan Islamis, menjadi sistem Islam Internasional.

Asal mula Islam politik dapat ditelusuri kembali dari berbagai pemikiran

tokoh-tokoh Islam asal Mesir seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Hasan al-

4 Asef Bayat, Post-Islamism at Large, in Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam
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Banna mendirikan Organisasi al-Ikhwan al-Muslimiin pada tahun 1928, suatu
ormas yang tampil dan sangat berpengaruh melawan hegemoni peradaban sekular
Barat di Mesir dan berbagai belahan dunia. Dari sanalah ide-idenya disebarluaskan
ke seluruh dunia Sunni, menawarkan al-hall al-Islamiy (solusi Islam) sebagai
alternatif bagi al-anzimat al-hazimah (rezim kekalahan, sebagaimana nasionalis
sekuler diberi cap demikian). “Solusi” ini dimaksudkan bukan hanya untuk dunia
Arab saja, tetapi untuk seluruh dunia Islam, dan pada akhirnya untuk dunia pada
umumnya. Pemikiran Hassan al-Banna dikembangkan lebih lanjut oleh Sayyid
Qutb, tokoh Islam radikal Mesir yang harus mengungsi ke New York karena
tekanan politik rezim Gamal Abdul Naser. Setelah menyelesaikan pendidikan di
Amerika Serikat pada tahun 1951 Qutb aktif melibatkan diri dalam organisasi
Ikhwan. Dalam organisasi inilah Qutb mendalami pemikiran Hasan al-Banna dan
Abu al-A’la al-Mawdudi (1903-1979), tokoh Islamis asal Pakistan yang mendirikan
partai Jama’at Islam untuk memperjuangkan penegakan hukum Islam dalam politik
pada era kepemimpinan Zia ul-Haq. Fakta ini bertentangan dengan kesalahpahaman
Barat yang umum. Islamisme tidaklah muncul sejak 1979 ketika revolusi Islam
Syiah imam Khomeini di Iran. Islamisme Sunni jauh lebih tua dari pada
Khomeinisme. Suara baru Islamisme antisekularis di Mesir hingga sekarang di
lanjutkan oleh seorang ahli waris spiritual Qutb yaitu Yusuf al-Qaradhawi yang kini
perannya sebagai mufti televisi global. Barat yang mengklasifikasikan Qaradhawi
sebagai “moderat” telah tertipu. Triloginya Hatmiyat al-Hall al-Islamiy, yang
diterbitkan di Kairo dan Beirut dampaknya bisa disandingkan dengan karya Qutb,

al-Ma’alim fi al-Tariq.



Selanjutnya, dalam membedakan antara jihadis dan Islamis institusional, al-
Ikhwan al-Muslimiin awal tanpa di ragukan lagi mereka masuk pada kategori
kelompok jihadis. Mereka menyerukan teror dan mempraktikannya di semua
tingkat yang dimungkinkan. Hasan al-Banna, menyatakan dengan sangat jelas

dalam bukunya al-Risalat al-Jihad:

“Ada sebagian Muslim yang disesatkan oleh pandangan bahwa memerangi
musuh adalah jihad keil dibandingkan dengan jihad diri (nafs) yang lebih
besar... sebagai jihad hati... Ini merupakan sebuah kekeliruan yang nyata
tentang pentingnya pertempuran secara fisik (gital) sebagai hakikat dari
sebuah jihad... Peringkatnya setelah syahadat. Jihad artinya membunuh dan
terbunuh di jalan Allah... Wahai, Saudara-saudara, Allah memberikan nikmat
di dunia ini dan juga di surga bagi umat yang menguasai seni kematian, dan

tahu bagaimana cara mati secara bermartabat. .. Sadarilah, kematian tidak bisa

dihindari, dan itu terjadi sekali saja.”*

Bagian ini tidaklah mencerminkan “kebangkitan Islam™ melainkan suatu
dokumen pergeseran dari jihad tradisional menuju jihadisme. Hal ini pula yang
memberikan legitimasi agama untuk terorisme bunuh diri menyuburkan mati di
jalan Allah. Di satu sisi, al-Banna mengadopsi pemakaian konsep kemartiran Islam
Syiah yang terjadi setelah 1979. Pemuliaan kematian sebagai pengorbanan politik
lebih mengingatkan kepada Georges Sorel dalam Reéflection sur la violence (salah
satu sumber fasisme Eropa) daripada etika Islam yang menghormati kehidupan. D1
masa lalu, ketika umat Islam berjihad sebagai perang regular (bukan teror) untuk
menyebarkan Islam, mereka tidak pernah memuliakan kematian sebagaimana yang

al-Banna lakukan.

51 Hasan al-Banna, Majmii'ah Rasail al-Iman As Shahid (Risalah Pergerakan Ikhawanul Muslimin,
Transl. Wahid Ahmadi et. Al), (Solo: Era Intermedia, 2011), 289-291



Tapi sekarang al-Ikhwan al-Muslimiin mengaburkan masa lalu praktik
terorisnya dan telah mengklaim bahwa mereka sekarang telah menjadi Gerakan
moderat Islam institunsional yang merangkul demokrasi. Namun, mereka tetap
tidak pernah memisahkan diri dari tradisi al-Banna. Sikap jinak ini diambil pada
permukaannya oleh sebagian, bahkan dalam urusan Luar Negeri. Transformasi
Ikhwan jika memang benar terjadi hanya pada perubahan cara saja. Pada hakikatnya
mereka tetap tidak mengubah visi tentang negara Islam berbasis Syariah sebagai
tatanan politik, ciri utama dari Islamisme.

Di bagian Barat, gagasan tentang “negara Islam” sering dicampuradukan
dengan “pembentukan kembali kekhilafahan.” Hanya Hizbut Tahrir yang
mendukung restorasi tersebut. Ikhwan tidak pernah memcanangkannya. Perhatian
mereka tetap terfokus pada al-nizam al-Islamiy, yang mereka maksudkan adalah
negara Islam berbasis Syariah modern. Islamisme menciptakan tradisi negara
Syariah dan memberikan nama baru, yaitu al-nizam al-Islamiy.

Para pengikut dan penganut kelompok Islamisme institusional menyetujui
hasil dari sistem pemilu, tapi mereka menghindari kebijakan politik
kewarganegaraan atau pluralisme demokratis. Karenanya komitmen mereka
terhadap demokrasi sangat dipertanyakan. Sebagai contoh pengikut Islamisme
institusional adalah AKP®?, yang telah memerintah Turki sejak 2002. Para
pemimipin AKP adalah politis cerdas yang mengetahui baik bagaimana peran
Mahkamah Agung akan melarang partainya jika mereka secara terbuka menyatakan

agendanya, tetapi mereka tetap mempraktikkan plitik “Islamisasi merayap”.

52 Partai Keadilan dan Pembangunan (Turki: Adalet ve Kalkinma Partisi), disingkat secara resmi
AK Parti, adalah partai politik konservatif di Turki. Dikembangkan dari tradisi konservatif masa lalu
Ottoman Turki dan identitas Islamnya Partai ini adalah yang terbesar di Turki.



Kemudian di Arab Timur Tengah, Gerakan Islamis lainnya sudah terlibat dalam
urusan pemerintahan: Hammas memerintah Gaza dan siap mengambil alih Tepi
Barat. Perang 2008-2009 melemahkan Hammas secara militer tetapi tidak secara
politik, dan bisa jadi bahwa perang tidak akan bisa melemahkannya. AKP*3
merupakan kemenangan politik bagi Hammas. Di Lebanon, Hizbullah memiliki
perwakilan di pemerintahan dan parlemen. Sebagian parti Syiah di Irak setelah
pembebasan daro kediktatoran Saddam Husein yang dipimpin oleh Amerika Serikat
mengikuti pedoman Islam. Di Mesir, al-Ikhwan al-Muslimiin siap mengambil alih
pemerintahan; mereka bangkit kembali sejak Arab Spring dan tetap mengajukan
Islamismenya sebagai demokrasi.

Dengan keterangan singkat diatas, maka Islamisme mesti dilihat sebagai
ideologi politik modern yang muncul sebagai respons atas krisis yang menyertai
budaya modern. Walau para Islamis memahami diri mereka sebagai “pembela
Allah”, namun dalam kenyataannya mereka adalah aktivis politik yang berjuang
untuk membangun suatu tatanan politik atas dasar keunggulan moral agama Islam.
Konsepsi negara hukum sekular menjadi musuh utama ideologi Islamisme.>*

C. Tipologi Ideologi Islamisme

Islamisme merupakan deskripsi Barat, yang menjelaskan tentang bentuk
aktivisme Islam yang muncul pada seperempat awal abad ke-20. Dalam
pemaknaannya, Islamisme memiliki empat ciri: pertama, mengusung kebangkitan
Islam sebagai basis reformasi masyarakat; kedua, memahami Islam sebagai

ideologi; ketiga, memiliki tujuan mendirikan sistem Islami atau negara Islam (a/-

53 AKP kian memperoleh dukungan setelah insiden serangan militer Israel atas armada Mavi
Marmara pada Mei 2010.

>4 Daven, “Memahami Pemikiran Ideologis Dalam Islamisme Radikal/ Understanding Ideological
Thought In Radical Islamism,” 33.



nizam al-Islamiy); keempat, baginya, ciri negara atau sistem politik negara adalah
penerapan syariah (berdasar pada hukum Islam).>

Selain itu, Bassam Tibi dalam bukunya menggambarkan bahwa
sesungguhnya Ideologi kalangan Islamis mengesensialisasikan Islam dan
bertentangan dengan ide-ide pluralism global dan juga misi perdamaian demokratis.

Visinya bagi dunia mencakup ciri-ciri sebagai berikut*®:

Tabel 2.2.
Tipologi Ideologi Islamisme

No Isu Arah Pemikiran

1  Secara Politik Gagasan al-din wa al-dawlah adalah Tafsiran Islam
sebagai agama politik, dimana yang mengatur segala
tata tertib negara berdasarkan wahyu ilahi.

2 Secara Hukum Gagasan penerapan syariat sebagai landansan hukum
sebagaimana diciptakan oleh kelompok Islamisme
yang memproyeksikan makna baru dalam hukum
Islam. Syariat para Islamis berada di luar makna al-
Qur'an tentang moralitas maupun tradisional hukum
Islam (perceraian, ahli waris, dll.). Penerapan politik
Islam terjadi dalam mengejar tatanan negara ilahi
tertentu sebagai syariat baru, tidak seperti yang klasik
dan didesentralisasi pada hukum negara yang totaliter.
(al-Hakimiyat li-ILah)

3  Secara Budaya Asumsi bahwa semua Muslim membentuk satu umat
monolitik yang memiliki budaya yang sama. Budaya

ini menjadi dasar dari ideologi universalisme Islam.

5 Karim, “Islamisme dan Demokratisasi Di Indoensia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-Politik,”
151.

5 Abd. A’la, Mukhammad Zamzami, Nur Hidayat Wakhid Udin, Ahmad Fathan Aniq, “Islamism
In Madura: From Religious Symbolism to Authoritarianism,” Journal of Indonesian Islam, vol.12,
no. 2 (2018): 182.
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Secara milter Penafsiran kembali makna jihad sebagai melegitimasi
makna perang dalam menerapkan Ideologi mereka.
Perang bagi mereka bukan hanya sekadar perang biasa,
akan tetapi lebih pada penerapan terhadap ayat yang

mereka yakini sebagai ideologi.

Kembalinya agama ke ruang publik dalam bentuk politik yang

diagamisasikan tidak terbatas pada Islam, tetapi merupakan fenomena global.

Meskipun demikian, ideologi politik Islam penting bagi politik dunia daripada

fundamentalisme agama apa pun lainnya, karena Islamisme lebih agresif daripada

fundamentalisme lainnya dalam menerjemahkan universalisme tradisional menjadi

internasional baru yang diartikulasikan atas dasar agama.

Selanjutnya perlu diperhatikan tiga perbedaan yang sangat mendasar dalam

rangka mencari pemahaman terhadap Islamisme, yaitu sebagai berikut:

l.

Islamisme berasal dari politisasi agama. Jika agama yang dipolitisasi ini
hanyalah indikasi dari adanya perbedaan budaya, maka bisa disediakan
ruang dengan mengatasnamakan keanekaragaman. Tetapi, Islamisme,
sebagai varian Islam atas fenomena global fundamentalisme agama, secara
unik berfokus pada tatanan internasional. Kalangan Islamisme berupaya
memobilisasi massa atas dasar agama dalam rangka menegakkan bukan
hanya negara Islam, tetapi juga memperbarui dunia. Negara syariah
bukanlah varian Islam atas konstitusionalisme tetapi inti dari tatanan yang
tertanam dalam upaya Islamisme demi mewujudkan pax Islamica global.
Tujuan ini sama-sama dicanangkan oleh Islamisme, baik yang tanpa
kekerasan maupun yang jihadis.

Islamisme terdiri atas Islamisme institusional (anti-kekerasan) dan
Islamisme jihadis (kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan).
Namun antara keduanya memiliki ambisi yang sama, yaitu tatanan negara

Islam. Islamisme ingin mengganti sistem rezim yang menurut mereka



otoriter kepada sistem yang totaliter. Ini sama saja berpindah dari satu
penyakit ke penyakit ke penyakit lain yang lebih kronis.

3. Politisasi agama merupakan fenomena global, di mana Islamisme adalah
menjadi  contoh  pentingnya. Islamisme adalah politik yang
diagamaisasikan. Islamisme telah mengglobal, ada di dunia Islam, maupun

di Barat.”

Islamisme, sekali lagi, merupakan tatanan politik. Dan kita harus skeptis
akan penggambaran terhadap Islam politik sebagai suatu kebangkitan (Islam).
Meskipun secara historis telah menjadi perangkat untuk menentukan dan

menyatakan legitimasi politik, Islamisme adalah suatu hal baru dalam domain ini.

7 Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia,” 8.



BAB III

RIWAYAT HIDUP SAYYID QUTB

A. Sketsa Perjalanan Hidup Sayyid Qutb

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili, dilahirkan
pada tahun 1906 di desa Musya, distrik Asyut, Mesir atas (325 kilometer dari Kairo)
dari keluarga yang memiliki tanah yang luas, meskipun tidak kaya. Ayahnya adalah
seorang petani dan Komisaris Partai Nasional namanya al-Haj Qutb bin Ibrahim.>®
Dia memiliki seorang kakak bernama Muhammad dan dua orang adik perempuan
bernama Hamidah dan Aminah. Ayahnya tuan rumah yang dermawan sehingga
memaksa dirinya menggadai tanahnya, dan akhirnya seringkali terpaksa
melepaskan tanah tersebut kepada para pemberi kredit. Sebagai kanak-kanak, Qutb
belajar al-Qur’an di Kuttab desa, dan kemudian di sekolah dasar.>® Kondisi sosial
di Mesir pada saat Qutb kecil tengah terjadi perseteruan antara kekuatan modern
dan tradisional. Adanya dua kubu ini menandakan adanya dua tradisi. Keduanya
memiliki institusi pendidikan masing-masing, kaum tradisional memiliki kuttab
(sekolah mengaji) sedangkan kaum modern memiliki lembaga pendidikan yang
bersistem modern dan Qutb kecil bersekolah dalam model pendidikan yang kedua.®

Qutb ketika masih berusia 11 tahun sudah menghafalkan al-Qur’an dan
menguasai Bahasa Arab. Pada usia 13 tahun, dia pergi ke Kairo untuk masuk

sekolah lanjutan dan pada tahun 1925, masuk sekolah guru. Pada periode 1928-

%8 Nuim Hidayat, Sayyid Quib: Biografi dKejernihan Pemikirannya (Jakarta: Gema Insani, 2005),
16.

% David Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, terj, Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: LKIS, 1997),
39.

60 Adib Hasani, Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Qutb, Epistemé. Jurnal
Pengembangan Ilmu Keislaman, vol.11, no. 1 (2016): 4.



1933, dia belajar di Dar al-‘Ultim, yang akhirnya menjadi Universitas Kairo dan
memperoleh gelar sarjana disana. Pada massa ini, Qutb mengenal pemikiran sekuler,
termauk ide tentang pemisahan antara agama dan budaya. Salah satu tokoh yang memberi
pengaruh padanya adalah Abbas Mahmud al-Aqqad salah seorang pelopor liberalisme
Mesir yang cenderung pada pendekatan pembaratan. Bersama pemikirannya, Qutb sangat
berminat dengan sastra Inggris dan mengagumi Barat. Di kampus itu ia juga aktif menulis
dan tulisannya mampu menembus majalah al-Ahram, salah satu majalah ternama di Mesir.

Qutb bekerja beberapa tahun di Kementrian Pendidikan dan mengajar di beberapa
sekolah. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, ia menulis esai-esai, puisi, cerita dan
kritik sastra dalam banyak surat kabar dan jurnal Mesir.®*

Qutb menulis sebuah otobiografi berjudul 7ifl al-Qoryah (Anak Desa).
Dalam tulisan itu ia meniru gaya Taha Husayn dalam bukunya al-Aiyam. Pada
tahun-tahun itu, Qutb menjalani hidup tidak wajar. Motif dan gaya tulisannya masih
seperti semangat tulisan-tulisan para penulis Mesir periode itu, yaitu para penulis
nasionalis, liberal, bahkan sekuler.®? Setelah menyelami dunia sastra Barat, Qutb
mulai meninggalkan kegiatannya tersebut. Keputusan Qutb untuk meninggalkan
bidang kritik sastra terjadi setelah Perang Dunia II (PD II) menandai
kekecewaannya pada Barat dan mengalihkan minat barunya pada Islam. Dia
menyesalkan kebijakan pemerintah Inggris saat PD II yang dipandangnya
mengingkari kemerdekaan Mesir dan menolak hak-hak orang Arab di Palestina

untuk menentukan nasib sendiri.®

61 Robert D Lee, Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqgbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, terj.
Ahmad Baequni, (Bandung: Mizan, 2000), 97.

82 Sagiv, “Islam Otentisitas Liberalisme, terj,” 40.

83 Lee, Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqgbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, 97.



Tahun 1948-1950, Qutb mendapat tugas belajar metode pendidikan Barat di
Amerika. Di sana ia masuk dua universitas sekaligus, yakni University of Northern
Colorado’s Teachers College dan Stanford University. Dari kedua universitas
tersebut ia meraih gelar MA. Selain ke Amerika, ia juga berkunjung ke Swiss,
Inggris dan Italia. Terlihat pada masa-masa ini Qutb masih menjalin keakraban
dengan pemerintah. Padahal, masa-masa antara tahun 1945-1952 (Pascaperang
dunia IT) Mesir dalam keadaan karut-marut disebabkan ketidakmampuan penguasa
mencapai kesepakatan tentang pilihan merevisi atau menghapus perjanjian 1936
antara Mesir dengan Inggris.

Keberadaan Qutb di Amerika bertepatan dengan pendirian negara Israel
yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada waktu itu juga
bersamaan dengan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Mesir dengan
pemerintahan Nasser lebih condong kepada Uni Soviet dan negara ini semakin
terpengaruh dengan pemerintahan gaya sekuler.** Sebenarnya, ketika di Barat, Qutb
menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Di Amerika, Qutb melihat kegersangan
moral. Merebaknya minum-minuman keras dan seks bebas merupakan praktik-
praktik yang sering ia temui. Nuim Hidayat menjelaskan lebih lanjut bahwa Qutb
sendiri pernah ditemui wanita-wanita penggoda ketika berada di kapal Amerika.
Pengalaman tersebut memunculkan kesan yang kuat dibenak Qutb, hingga
memunculkan semacam rasa kecewa terhadap realitas peradaban Barat yang selama
ini ia kagumi.® Selama dua tahun di Amerika, Qutb tidak menyembunyikan

ketidakpuasan terhadap budaya Barat sebagaimana yang ia tuliskan dalam surat pos

& John L Esposito and Syafruddin Hasani, Unholy War: Teror Atas Nama Islam (Y ogyakarta: Tkon
Teralitera, 2003), 69.
® Hidayat, Sayyid Qutb.: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, 42.



yang ia tujukan pada temannya, ‘Abbas Khadr, ia mengatakan bahwa Amerika
cocok menjadi (pabrik dunia) sehingga ia akan melakukan pekerjaan yang terbaik,
tetapi jika semua dunia adalah Amerika, tidak diragukan lagi itu merupakan
bencana dunia.®® Qutb juga berpendapat bahwa masa tinggalnya di Amerika
menimbulkan kesan mendalam bahwa peradaban materialistik Barat dimana
komunisme hanya merupakan logika ekstrim, tak mengandung nilai-nilai dasar
kemanusiaan dan membawa umat manusia pada kerusakan spiritualitas, sosial
bahkan fisikal.®” Tidak cukup itu saja, Qutb merasa semakin muak setelah ia
menyaksikan berbagai pemberitaan dan juga film yang anti Arab, melecehkan kaum
Muslim dan pro-Yahudi. Kemudian, hati Qutb semakin membara setelah melihat
orang-orang Amerika berbahagia atas dihukum matinya Hasan al-Banna®®, seorang
tokoh pergerakan Islam ternama yang mendirikan al-Ikhwan al-Muslimtin.®
Sekembalinya ia ke Mesir, Qutb mulai terus menulis tentang topik-topik
Islam. Ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia
dari paham materialisme, sehingga terlepas dari cengkraman materi yang tak pernah
terpuaskan.” banyak pemimpin Ikhwan menaruh hormat kepadanya karena mereka
memandang bahwa buku-buku tulisan Qutb membangkitkan dan banyak dari
mereka yang mendiskusikan hingga memberikan perhatian besar. Beberapa perwira

bebas kemudian mengakui buku ini menjadi salah satu buku paling berpengaruh

8 Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, terj,” 40.

67 Lee, Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqgbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, 98.

68 Hasan al-Banna (1906-1949) adalah tokoh pergerakan dan pembaruan Mesir serta pendiri al-
Ikhwan al-Muslimiin. Ia mendirikan al-Ikhwan al-Muslimtin dilatarbelakangi oleh kondisi
masyarakat dan pemerintahan Mesir yang menurutnya semakin menjauh dari aturan-aturan Islam.
Ia meninggal disinyalir karena ditembak oleh anggota dinas rahasia pemerintah pada 12 Februari
1949.

8 Al-Tkhwan al-Muslimiin merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam
beraliran Sunni di Mesir dan dunia Arab

0 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
145-46.



yang pernah mereka baca sebelum revolusi. Buku pertama Qutb yang banyak
menjelaskan tentang ihwal keislaman banyak terdapat pada al-‘Adalah al-
Ijtima’tyah fi al-Islam (Keadilan sosial dalam Islam) yang terbit pada tahun 1949.

Beberapa konsep muncul dari tulisan-tulisannya dalam buku tersebut.
Diantaranya mengenai keadilan sosial, redistribusi dan membatasi kekayaan hingga
gaji minimum, serta konsep yang banyak muncul dalam tulisan tokoh-tokoh Barat,
liberal, kiri hingga komunis. Qutb mengatakan bahwa kebudayaan Eropa-Amerika
memfokuskan perhatiannya pada pabrik dan kebudayaan itu akan mati sebelum
akhir abad ke 20. Ia menyatakan bahwa sebelum itu komunisme akan mendominasi
Barat, termasuk Amerika Serikat.”* Dalam pandangannya, komunisme mengambil
ruang lebih ideologis ketimbang prinsip-prinsip Revolusi Perancis di dunia Barat,
karena komunisme merupakan akhir yang wajar sebuah kebudayaan tanpa jiwa,
cita-cita dan visi. Qutb menegaskan dengan menjamin bahwa “Kepemimpinan
umat manusia akan kembali ke tangan Islam. Jika Islam belum eksis, umat manusia
harus mencarinya, atau menciptakan rezim yang serupa dalam kealpaan dua hal
yang sebelumnya dan kecenderungan yang bertentangan”. Qutb mengungkapkan
bahwa teori sosial yang dipimpin oleh Marxisme yang awalnya menarik sejumlah
besar orang Timur dan bahkan juga di Barat sebagai sebuah aliran pemikiran
dengan karakter sebuah agama jelas mundur dalam ideologinya karena ia
membatasi fitrahnya hanya pada sebuah “negara dan sistemnya”.”?

Sejak itu dan seterusnya, Qutb dianggap sebagai ideolog serta teoretikus

utama kelompok Ikhwan di samping Hasan al-Hudayb1 dan ‘Abdul Qadir Awdah.

" Sayyid Qutb, al-'Adalah al-Ijtima tyah Fi al-Islam (Kairo: Dar al-Kitab al-’ Arabiy, 1949), 46—
61.
2 Sayyid Qutb, Ma’alim Fi al-Tarig (Dar al-Shuriiq, 1992), 5-8.



Waktu larangan terhadap al-Ikhwan al-Muslimtin dicabut 1951, ia terpilih sebagai
anggota panitia pelaksana, dan memimpin bagian dakwah. Selama tahun 1953 ia
menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania, dan sering memberikan ceramah
tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat. Juli 1954 ia
memimpin redaksi harian al-Ikhwan al-Muslimiin, tetapi baru dua bulan usianya,
harian itu ditutup atas perintah Kolonel Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir,
karena mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954.7

Dedikasi Qutb pada pembangunan dan penyebaran Islam versi radikal dari
akhir 1940-an hingga kematiannya pada tahun 1966 menempatkan dirinya dalam
situasi pertentangan tidak hanya dengan Imperialisme Barat, tetapi juga dengan
rezim modernis Gamal Abdul Nasser, yang mulai berkuasa di Mesir pada tahun
1952. Pada mulanya Nasser mendukung Ikhwan dan membebaskan para
pemimpinnya dari penjara. Akan tetapi, kemudian saling curiga di antara rezim
tersebut dengan Ikhwan dan berujung pada perselisihan tajam pada akhir 1954. Al-
Ikhwan al-Muslimiin lantas dinyatakan terlarang dan para pemimpinnya, termasuk
Qutb, juga para propagandis dan editor jurnal kelompok itu dijebloskan lagi
kedalam penjara. Qutb melewatkan sisa hidupnya dalam penjara, tempat dia
merevisi tafsir al-Qur’an 13 jilid dan menulis dua buku lainnya. Dibebaskan pada
desember 1964 dan kemudian ditangkap kembali pada Agustus 1965, dia
menghadapi tuntutan atas klaim-klaimnya dalam buku Milestones (terbit beberapa

bulan setelah pembebasannya) bahwa semua pemerintahan Arab yang ada

3 Ensiklopedi Islam, 145-46.



(termasuk pemerintahan Nasser) tidak Islami. Qutb dinyatakan bersalah dan
dihukum gantung pada 1966.*

Qutb bersama dua orang teman satu selnya, Abdul Fatah Isma’il dan
Muhammad Yiusuf Hawwash menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966.
Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes yang berdatangan dari Organisasi
Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Qutb
sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan.

Dalam pengakuannya pun ia merasa tak bersalah dan dizalimi:

“Walaupun saya belum mengetahui fakta yang sebenarnya, telah tumbuh
perasan dalam diri saya bahwa politik telah dirancang oleh Zionisme dan
Salibisme-imperialis untuk menghancurkan gerakan al-Ikhwan al-Muslimiin
di kawasan ini, guna mewujudkan kepentingankepentingan pihaknya.
Mereka telah berhasil. Hanya pada waktu yang sama, ada usaha untuk
menangkis rencana-rencana mereka dengan jalan membangkitkan dan
menggiatkan kembali Gerakan Islam, walaupun pihak pemerintah, karena
satu sebab atau lainnya, tidak menghendakinya. Pemerintah kadang-kadang

benar dan kadang-kadang salah.

“Begitulah, saya dipenuhi perasaan dizalimi, sebagaimana yang telah
diderita oleh ribuan orang dan ribuan keluarga, karena peristiwa yang jelas
sekali sudah diatur — walaupun pada waktu itu belum diketahui secara pasti
siapa yang mengatur peristiwa itu — dan karena keinginan mereka untuk
mempertahankan pemerintah yang sah dari bahaya yang dibesar-
besarkan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal untuk tujuan yang

jelas, melalui buku-buku, Koran-koran dan laporan mereka.””
Pemikiran Qutb banyak mengilhami gerakan Sunni radikal di Mesir hingga

seluruh dunia Arab, akan tetapi ia tidak mendukung ide kembali ke dunia Islam

74 Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, terj,” 98.
5 Sayyid Qutb, Mengapa Saya Dihukum Mati, terj. H.D Ahmad Djauhar Tanwiri. (Bandung: Mizan,
1993), 22-23.



“tradisional” yang merujuk pada tradisi abad ke-7 maupun abad ke-19. Walaupun
Qutb tidak pernah secara eksplisit menganjurkan seranagn dengan kekerasan
terhadap pemerintahannya sendiri maupun pemerintahan lain yang diangganya
melalaikan hukum Islam, argumentasinya memberikan dasar alasan bagi orang lain
untuk melakukannya. Mengelakkan kritikan pemikirannya terhadap tradisi Islam
sama saja dengan mengakui klaim pokok gerakan radikal itu: bahwa radikalisme
Islam, berdasarkan basis keimanannya, berbeda dengan bentuk-bentuk radikalisme
lain dan, tentu saja, dengan semua ideologi. Tapi pengakuan seperti itu, yang bisa
jadi digunakan Barat untuk menghindari tuduhan etnosentrisme, secara langsung
memberian gambaran Islam yang mistis, yang tidak dapat difahami, militant dan
cenderung pada kekerasan.”®

Sebagai propagandis al-Ikhwan al-Muslimtin di Mesir tahun 1950-an dan
1960-an, Qutb hidup menderita dan wafat demi sesuatu yang oleh disebut sebagai
“penolakan total terhadap kedaulatan kemodernan, karena kemodernan
menggambarkan penafian terhadap kedaulatan Tuhan... di segala bidang
kehidupan dan pencampakan agama ke dalam keranjang sampah sejara. Daya Tarik
pemirikan Qutb dan kekuatan beberapa kelompok radikal Islam yang menganut
gagasan-gagasannya”, Hanya sedikit pemikir Muslim yang pemikiran reformulasi
Islam kontemporernya mempunyai dampak sepenting Qutb, barangkali disebabkan
oleh persepsi bahwa dia menimba semata-mata hanya dari sumber Islam murni.
Qutb sendiri tentunya berkeinginan untuk terus menjaga kesan tersebut, meskipun

menyesatkan jika bukan tidak akurat.”’

78 Lee, Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqgbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, 99.
7 Lee, 98.



Untuk mempermudah dalam memahami alur perjalanan hidup Sayyid Qutb,

perhatikan tabel proses dibawah ini

Tabel 3.1.
Sketsa Perjalanan Hidup Sayyid Qutb



1906
*Sayyid Qutb dilahirkan

1925

*Masuk sekolah lanjutan di
Kairo (sekolah Guru)

1929-1933

*Belajar di Dar al-‘Ulum dan
memperoleh gelar sarjana

\%

1930-1940

*Mulai menulis essai dan
kritik sastra

1939

*Menjabat sebagai

fungsionaris pada Mentri
Pendidikan Mesir (Wizarat
al-Maarif)

1945

*Menerbitkan karya pertama
tentang Islam al-Tasawur al-
Fann fi al-Islam (persepsi
artistik dalamal-Qur'an)

\%

1948-1950

*Berangkat ke  Amerika
dalam rangka studi

1949

*Menerbitkan al-‘Adalah al-
Ijtima yah ft al-Islam

1952

*Sayyid Qutb kembali dari
Amerika dan terjadi krisis

politik di Mesir
1953 1954 1955
*Bergabung dengan gerakan *Diangkat menjadi pimpinan * Ditangkap bersama
Islam al-Ikhwan al- redaksi harian al-Ikhwan al- pimpinan  al-Ikhwan al-

Muslimiin, keluar  dari
jabatannya dan mulai
menulis topik-topik tentang
Islam

Muslimiin, hanya berjalan
selama dua bulan, kemudian
harian tersebut ditutup

Muslimiin lainnya

v

13 Juli 1955
*Dihukum 15 tahun kerja

keras oleh pengadilan rakyat S

1964

*Dibebaskan atas permintaan
presiden Irak, Abdul Salam
Arif.

1966

*Ditangkap oleh Pengadilan
Militer dengan tuduhan
berupaya makar. Tuduhan
didasarkan atas karyanya
Ma’alim fi al-Tarig

v

21 Agustus 1966

*Dinyatakan bersalah dan
dihukum mati

29 Agustus 1966
*Diekskusi ~ mati  ditiang

> gantung



B. Karya-karya Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang yang sangat produktif dalam bidang karya tulis.
Hal ini bisa dilihat dari kiprahnya mulai dari ketika kuliah di Kairo hingga Amerika
yang banyak dibaca dan didiskusikan oleh khalayak umum. Qutb telah menulis
kurang dari dua puluh empat buku dan banyak artikel, khususnya mengenai agama
dan Pendidikan. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat
buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita
lainnya dari sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita
pendek, sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi
ciri khas tulisan-tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur’an.

Ia menulis sebuah otobiografi berjudul 7ifl al Qaryah (anak desa). Dalam
tulisan itu ia meniru gaya Taha Husein dalam bukunya al-4iyam. Pada tahun-tahun
itu, Qutb menjalani hidup wajar. Motif dan gaya penulisannya masih seperti
semangat tulisan-tulisan para penulis Mesir ketika itu, yaitu para penulis nasionalis,
liberal, dan bahkan sekuler. Qutb terkesan pada Sons of Song dan ia menggunakan
bagian cinta itu dalam bukunya al-Suwar wa al-Zilal fi al-Fann (gambar dan
bayangan dalam seni).

Adnan Musallam pernah menggambarkan bahwa terdapat beberapa faktor
yang mendorong Qutb mendalami al-Qur’an, yakni faktor internal dan eksternal.
Meninggalnya ibunda Qutb, kesehatannya yang terganggu dan keterasingannya

dari status quo dan budaya Barat merupakan serentetan faktor internal. Sementara



faktor eksternalnya adalah keinginan mencari jawaban terhadap al-Qur’an untuk
menanggulangi penyakit yang tengah melanda masyarakat. Akibat pemahaman dan
pendalamannya terhadap al-Qur’an ternyata telah mengubah corak pemikirannya,
dari yang cenderung sekuler menuju kepada pemikiran yang amat concern terhadap
Islam.”® Fenomena ini semakin jelas ketika pada tahun 1945, Qutb berhasil
mempersembahkan dua buah karyanya, ia menerbitkan karya pertama yang
menunjukan kembalinya ke Islam, yaitu al-Tasawwur al-Fanni fi al-Qur’an
(persepsi artistik al-Qur’an). Dalam karya ini, Qutb memberikan ekspresi sastra atas
kekagumannya terhadap gaya al-Qur’an sekaligus untuk mengenang ibunya, dan
Mashahid al-Qiyamah fi al-Qur’an untuk mengingat ayahnya.”

Kemudian bukunya Ma’alim fi al-Tarig dijadikan sebagai buku pegangan
yang melandasi militansi dan langkah perjuangan menghadapi ketimpangan dan
kapitalisme Barat. Kesahidan Qutb juga melahirkan keyakinan bahwa kekerasan
Negara hanya dapat dihadapi dengan kekerasan juga, agar ideal islam dapat
dipertahankan dan agar struktur negara Jahiliyyah yang menindas dapat dibongkar.
Pada tahun 1948 ia menerbitkan karya monumentalnya al- ‘Adalah al-Ijtima’iyah fi
al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam), kemudian disusul F7 Zilal al-Qur’an (Di
Bawah Naungan al-Qur’an) yang diselesaikannya dalam penjara. Karya-karya
lainnya: al- Salam al ‘Alami wa al-Islam (Perdamaian Internasional dan Islam)
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Islam and Universal Peace oleh
Muslim Youth Movement of Malaysia (1979) dan ke dalam bahasa Indonesia Jalan

Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia oleh Shalahuddin Press,

78 Adnan A. Musallam, “Sayyid Qutb and Social Justice, 1945-1948,” Journal of Islamic Studies
vol.4, no. 1 (1993).52.
9 Sagiv, Islam Otentisitas Liberalisme, terj,” 40.



Yogyakarta (1985), al-Naqd al-Adabi Usiuluhu wa Mandahijuhu (Kritik Sastra,
Prinsip Dasar dan Metode-Metode), Ma'rakah al-Islam wa ar Ra’sumaliyah
(Perbenturan Islam dan Kapitalisme), F7 al-Tarikh, Fikrah wa Mandhij (Teori dan
Metode dalam Sejarah), al-Mustagbal li Haza al-Din (Masa Depan Agama Islam),
Nahw Mujtama’ Islam (Perwujudan Masyarakat Islam), Ma rakatuna ma’a al-
Yahiid (perbenturan kita dengan Yahudi), al-Islam wa Mushkilah al-Hadarah
(Islam dan Problem-problem Kebudayaan) dan beberapa lagi yang lain. Buku-buku
itu umumnya diterbitkan oleh Dar as-Sariiq, Kairo dan Beirut.®

Reputasi Qutb sebagai seorang fundamentalis modern diraih lewat bukunya
terkenal al-‘Adalah al-jtima’iyah fi al-Islam. Meski ia adalah fundamentalis
modern, banyak pengamat Barat dan kaum liberal mendapati bahwa gagasan-
gagasannya sesekali cukup menenteramkan hati. Dalam buku itu Qutb memaparkan
konsep tentang keadilan dalam islam melalui beberapa asas di antaranya kebebasan
jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Ia tak hanya ingin menampilkan
konsep yang matang saja, melainkan ia berharap agar umat islam bersatu padu
dalam merealisasikan syariat islam dalam bentuk amaliah yang telah diletakkan
asasnya tersebut.5!
C. Latar Belakang dan Pandangan Sosio-politik Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dalam perjalanan sejarahnya dapat dikatakan sebagai seorang

fundamentalis Islam® semisal Hasan al-Banna, al-Mawdidi, dan Muhammad

8 Ensiklopedi Islam, 56

8 Sayyid Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, terj. Thohiruddin Lubis (Bandung: Pustaka, 1994).
24

82 Salah satu doktin utama dalam fundamentalisme Islam Qutb yang selanjutnyan dianut al-Tkhwan
al-Mulimtin adalah “jahiliyyah modern” ini yaitu modernitas sebagai barbaritas baru. Konsep ini
pertama kali di kembangkan oleh al-Mawdadi. Kosep jahiliyyah ini kemudian sangat berkembang
ketika Abt al-Hasan ‘Alr al-Nadwi menulis pada tahun 1950 dalam karyanya maza khasirah a/-
‘alam bi inhitat al-Muslimin (kerugian apa yang diderita dunia akibat kemunduran Islam). Ia



Ghazali, yang mengecam nasionalisme; linguistik, etnis maupun liberal.
Fundamentalisme Islam adalah gerakan yang relatif modern, namun gerakan ini
memiliki doktrin yang berakar dari periode awal sejarah Muslim. Mereka memiliki
semangat untuk melakukan pembaruan, untuk kembali kepada kemurnian,
mewujudkan kebenaran dan kesederhanaan zaman Rastlullah. Dalam ideologi
gerakan ini terdapat unsur keyakinan yang kuat, namun karakter yang khas dari
gerakan fundamentalis adalah skripturalisme berciri khusus. Seperti yang di
ungkapkan Hasan Al-Banna dan pengikutnya yang menegaskan kembali visi Islam
yang komprehensif yang meliputi kehidupan politik, sosial dan ekonomi: “Islam
adalah iman dan ritual, negara (watan) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritual
dan amal, al-Qur’an dan pedang.”®

Sebelum membahas pemikiran kenegaraan Qutb, satu hal yang kiranya
perlu disampaikan adalah pandangan Qutb secara umum mengenai konsepsi
masyarakat. Bagi Qutb, secara umum masyarakat dibagi ke dalam dua bagian yakni
“Masyarakat Islam™ dan ‘“Masyarakat Jahiliyah”. Masyarakat Islam adalah
masyarakat yang melaksanakan Islam, baik dalam akidah dan ibadah, dalam syariat
dan nizam, maupun dalam akhlak dan perilaku. Sebaliknya, masyarakat jahiliyah
adalah masyarakat yang tidak melaksanakan Islam. Masyarakat ini tidak
dikendalikan oleh akidah dan konsepsi Islam, juga tidak oleh nilai, mizan, syariat,

akhlak dan perilaku Islam.®* Pembagian masyarakat ke dalam dua jenis ini terasa

menjelaskan perjalanan Islam secara historis sejak kebangkitan, kejayaan dan kemunduran.
Menurutnya kaum muslim mulai mengalami dekadensi sosial dan moral sejak masa “Ustmani*
khususnya ketika dinasti ini mulai mengambil alih gagasan dan institusi Eropa dalam upaya
modernisasinya. Padahal kebudayaan Barat secara keseluruhan bersifat pagan dan materialistik
(jahiliyyah-maddiyah).

8 Juandi, “Pemikiran Politk Sayyid Qutb: Melacak Geneologi Kekerasan,” Jurnal Pemikiran Islam
vol.16,no.2 (2011): 8.
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agak ketat, hitam putih dan terkesan ekstrem. Dengan demikian, kriteria masyarakat
untuk disebut Islam atau jahil adalah tergantung dari dijalankan tidaknya ajaran
Islam.®

Bagi Qutb, masyarakat Islam bukan sekadar masyarakat yang
beranggotakan orang-orang Islam, tetapi sementara syariat Islam tidak ditegakkan,
meskipun mereka shalat, berpuasa dan haji. Masyarakat Islam bukan masyarakat
yang melahirkan suatu jenis Islam khusus untuk dirinya sendiri, di luar ketetapan
Allah Yang Maha Suci dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat
jahili dapat mengambil berbagai model, semuanya jahili. Boleh jadi ia berbentuk
suatu masyarakat yang tidak percaya kepada adanya Allah dan memberikan
penafsiran dialektis materialistis kepada sejarah serta melaksanakan sistem yang
dinamakan “sosialisme ilmiyah” (al-Ishtirakiyah al-‘llmiyah). Menurut Qutb
masyarakat ini bisa berbentuk suatu masyarakat yang tidak mengingkari eksistensi
Allah, tetapi memisahkan kekuasaan Allah, dimana kekuasaan langit mereka
serahkan kepada Allah dan kekuasaan (kerajaan) bumi bukan lagi urusan Allah.
Penjelasan ini mengindikasikan bahwa ukuran sebuah masyarakat untuk dikatakan
Islam adalah bukan ukuran kuantitatif (banyaknya kaum Muslim), tetapi kualitatif
yakni sejauh mana ajaran Islam bisa dijalankan secara utuh.®

Menganalisis pemikiran Sayyid Qutb hanya semata-mata dalam bingkai
teori modernisasi Barat pun terlihat kurang memadai, karena pandangan sekaligus
aspirasinya cukup kompleks dan sangat luas mencakup mobilisasi sosial,

pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi politik bukanlah tujuan utamanya. Qutb

8 Badarus Syamsi and others, “Pemikiran Politik Sayyid Qutb tentang pemerintahan Islam,” Tajdid:
Jurnal llmu Ushuluddin vol.14, no. 1 (2015): 154.
8 Syamsi and others, 154-55.



tidak dapat dikelompokan bersama para tokoh reformis lainnya semisal Muhammad
Abduh, yang mencoba mendekatkan Islam pada gagasan keagamaan Barat yang
konsisten dengan rasionalitas sains dan sekularisme masyarakat. Justru Qutb yang
melawan kemodernan dengan cara modern.?’

Mengulang sedikit dari apa yang sudah disinggung di atas, kekecewaan
yang dialami Qutb terhadap peradaban Barat telah menjadi faktor utama dalam
revolusi pandangannya tentang keislaman. Bahkan saat ia pulang ke Mesir dan
sempat bergabung dengan birokrasi negara, ia merasakan kegusaran yang sama.
Terlebih setelah gagasannya tentang penggantian sistem pemerintahan dengan
sistem Islam ditolak oleh kubu militer, ia semakin mantab untuk meninggalkan
posisinya dan memilih fokus di dunia pergerakan sambil menyuarakan tentang
hanya ada dua pilihan politik: Islam atau jahiliah.®

Gagasan tentang hanya ada dua pilihan politik tersebut sudah muncul
semenjak ia berada di Barat. Sebagai seorang yang beriman dan meyakini
kebenaran ajaran Agama Islam, ia tampak begitu terpukul ketika menyaksikan
realitas Islam banyak diolok-olok di dunia Barat. Tentunya ia tidak mengabaikan
pertimbangan bahwa bisa jadi Barat sedang salah faham terhadap Islam. Akan
tetapi, segala realitas yang ia temui di Barat seperti, dekadensi moral, penghinaan
terhadap Arab dan umat Islam, diperparah lagi dengan kegembiraan masyarakat
atas wafatnya Hassan al-Banna, membuatnya berkesimpulan bahwa di balik
kemajuan-kemajuan di Barat terdapat kebobrokan moral dan ancaman serius bagi

umat Islam, terutama dalam hal politik.*

8 Lee, Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis Iqgbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, 99.
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Dalam buku al-‘Adalah al-Ijtimdaiyyah fi al-Islam, Qutb mengungkapkan
tiag pokok pikiran sebagai berikut:
1. Pemerintah Supra Nasional

Konsep negara yang diusung oleh Qutb dikenal dengan supra nasional.
Sebuah konsep yang menghendaki adanya negara yang menyeluruh, melampaui
sekat-sekat geografis, etnis dan bahkan nasionalisme, dasar dari konsep ini adalah
teologi Islam.?® Qutb sangat yakin bahwa diwahyukannya syariat Islam oleh Allah
di dunia sematamata tidak hanya untuk membimbing sepiritualitas saja, akan tetapi
juga membimbing manusia untuk menegakkan “kerajaan Allah” di bumi.
Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, kebenaran Islam adalah kebenaran
legitimasi dari Allah langsung. Keberadaan Islam dimaksudkan menggeser segala
kekuasaan selain kekuasaan Allah.

Menurut Qutb negara atau pemerintahan Islam itu supra nasional, meskipun
dia menolak istilah imperium. Wilayah negara meliputi seluruh dunia Islam dengn
sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, yang dikelola atas prinsip persamaan
penuh seluruh umat Islam yang terdapat di seluruh penjuru dunia Islam tanpa
adanya fanatism eras dan kedaerahan, bahkan tidak mengenal pula fanatisme
keagamaan. Wilayah-wilayah di luar pusat pemerintahan tidak diperlakukan
sebagai daerah-daerah jajahan, dan tidak pula dieksploitasi untuk kepentingan pusat
saja. Setiap wilayah merupakan bagian dari keseluruhan dunia Islam, dan semua
warganya memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara yang berada di pusat
pemerintahan. Bila sementara wilayah ada yang diperintah oleh seorang gubernur

atau wali yang diangkat oleh pemerintah pusat, maka posisi gubernur hanyalah

% Qutb, al-’Adalah al-Ijtima tyah FT al-Islam, 106.



sebagai seorang Muslim yang memang layak menduduki jabatan tersebut, dan
bukan sebagai penjajah. Sementara itu selalu terbuka kemungkinan bahwa wilayah-
wilayah itu diperintah oleh putera-putera daerah masing-masing. Dengan demikian,
menurut Qutb, pemerintah Islam harus bercorak manusiawi, terutama dengan
konsepsinya yang kuat tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang
menghendaki agar seluruh umat manusia terhimpun di bawah bendera
persaudaraan, persatuan dan persamaan.’*

Qutb juga mencoba menawarkan ide-ide pemerintahan supra nasional
(Islam). Menurutnya, suatu pemerintahan harus mendasarkan pada tiga asas politik:
keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa.
Dimaksud dengan keadilan penguasa di sini adalah pribadi para penguasa harus
adil dalam kebijakan dan keputusan tanpa pandang bulu. Ketaatan rakyat pada
penguasa berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Ketaatan
dengan nuansa teologis ini bisa terjadi sebagai konsekuensi penerapan syariat Allah
dan rasul-Nya.*? Jika penguasa tidak menerapkan syariat maka ia tidak perlu ditaati.
Adapun tentang permusyawaratan antarpenguasa ini sudah dicontohkan di awal
tentang kerja sama dan juga perjanjian-perjanjian damai.”

2. Persamaan Hak antara Para Pemeluk berbagai Agama.

Negara Islam menjamin bahwa ‘“hak-hak bagi orang-orang dzimmi dan
kaum Musyrikin yang terkait perjanjian damai dengan kaum Muslimin betul-betul
ditegakkan atas asas kemanusiaan, tanpa perbedaan antara pemeluk agama yang

satu dengan pemeluk agama yang lain apabila sampai pada persoalan kebutuhan

%1 Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 149.
92 Qutb, al-'Adalah al-Ijtima tyah Ft al-Islam, 101.
93 Hasani, Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Qutb, 19.



manusia pada umumnya.” Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada
pemeluk agama lain, dan memberikan jaminan persamaan yang mutlak dan
sempurna kepada masyarakat, dan bertujuan merealisasi kesatuan kemanusiaan
dalam bidang peribadatan dan sistem kemasyarakatan.**

Otonomi yang diberikan kepada dzimmi ini sudah diterapkan semenjak
awal kekuasaan Islam. Sebagaimana yang diakui oleh Bernard Lewis bahwa di
dalam kekuasaan Islam kelompok non-Muslim diberikan keleluasaan untuk
menjalankan tradisi dan hukum-hukum agama mereka, sedangkan terhadap
penguasa, mereka hanya dituntut untuk membayar jizyah. Bagi pihak-pihak yang
berada di daerah, juga diberikan otonomi untuk mengolah wilayahnya, kemudian
bila ada kelebihan diserahkan kepada bait al-mal untuk digunakan demi
kemaslahatan umum.®

Adanya otonomi terhadap dzimmi tersebut menandakan bahwa Islam tidak
memiliki maksud untuk menyerang teologi. Urusan agama adalah urusan pilihan
pribadi dan Islam sendiri justru melarang terjadi pemaksaan terhadap agama.
Sedangkan misi pergerakan dan jihad Islam itu sebenarnya lebih kepada kritik dan
berusaha mewujudkan kebenaran firman Allah dengan menerapkan sistem

pemerintahan dan politik yang berasaskan supremasi Tuhan.*®
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3. Tiga Asas Politik Pemerintahan Islam

Tabel 3.2.
Asas Politik Pemerintahan Islam Perspektif Sayyid Qutb

77N

Politik pemerintahan
perspektif Qutb dalam
islam dibangun atas asas:

Musyawarah antara
Penguasa dan Rakyat

N N N

Keadilan Penguasa Ketaatan Rakyat

Menurut Qutb, politik pemerintahan dalam Islam harus didasarkan oleh tiga
asas, yaitu keadilam penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan rakyat.
a. Keadilan penguasa

Keadilan yang mutlak harus diterapkan dalam pemerintahan islam. Seorang
penguasa harus berlaku adil. Seorang penguasa dalam mengambil keputusan harus
adil dan bijaksana tanpa terpengarus oleh perasaan senang atau benci, suka atau
tidak suk, hubungan kerabat, suku, dan hubungan khusus lainnya. Dalam negara
Islam setiap individu harus menikmati keadilan yang sama, tanpa ada diskriminasi
yang didasarkan atas keturunan atau kekayaan.’” Landasan hukumnya adalah:

“sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk berlaku adil...”®

%7 Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 150.
% ().S. al-Nahl [16]: 90



“sesungguhnya orang yang paling dicintai dan dekat kedudukannya di sisi

Allah pada hari kiamat nanti adalah pemimpin yang adil,....”°

Baginya, ini merupakan suatu nilai keadilan yang belum pernah dicapai oleh
Hukum Internasional manapun dan juga oleh hukum lokal manapun. Hal paling
penting untuk diketahui tentang keadilan Islam ini adalah bahwa ia bukan semata-
mata sekadar teori- teori mati, tetapi telah terbukti dalam kenyataan hidup sehari-
hari.

b. Ketaatan rakyat

“Wabhai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan orang-

orang yang memegang kekuasaan di antara kamu...”*%

Ketaatan kepada pemegang kekuasaan (pemerintah) merupakan kelanjutan
dari ketaatan terhadap Allah swt dan Rasul-Nya, sebab menaati waliul amri dalam
islam bukanlah karena jabatan mereka, melainkan karena mereka melaksanakan
syari’at Allah dan Rasul-Nya.'™ Jadi, jika seorang penguasa menjalankan
pemerintahan tidak sesuai dengan tuntunan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip islam, maka hilanglah kewajiban kita untuk tunduk dan taat pada penguasa

tersebut. Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

”setiap muslim, suka atau tidak, wajib patuh dan taat pada ketentuan yang
telah ditetapkan (oleh penguasa), kecuali jika ia diperintahkan untuk

melakukan kemaksiatan.”
Dalam hubungan ini Qutb mengemukakan bahwa seseorang penguasa Islam
sama-sekali tidak memiliki kekuasan keagamaan yang diterimanya dari langit. Dia

menjadi penguasa semata-mata karena dipilih oleh kaum Muslimin berdasarkan
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kebebasan hak mereka yang mutlak. Maka apabila kaum Muslimin tidak rela lagi
diperintah olehnya, kekuasaan tidak lagi berada ditangannya. Qutb lebih lanjut
menyatakan bahwa pemerintahan Islam tidak harus dibentuk atas suatu sistem atau
pola tertentu, pemerintahan Islam dapat menganut sistem mana pun asalkan
melaksanakan syariat Islam.

Dengan demikian keteaatan rakyat kepada penguasa hanyalah terbatas dan
terikat pada pelaksanaan syariat islam semata, tanpa persyaratan lain yang tidak adil
dalam pemerintahan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

c. Musyawarah antara Penguasa dan Rakyat

Musyawarah merupakan salah satu prinsip pemerintahan Islam, sedangkan
teknis pelaksanaanya secara khusus tidak ditertapkan. Dengan demikian bentuknya
tergantung pada kebutuhan saja. Musyawarah juga merupakan sistem dan lembaga
tertinggi yang telah ditetapkan oleh islam. Tujuannya adalah agar penguasa
mengetahui apakah keputusan dan kebijakan yang telah diambilnya benar-benar
sesuai dengan kondisi dan dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.
Sehingga bukan hanya bagi kepetingan tertentu saja. Dalilnya adalah Q.S. al-Shira
[26]: 38:

“..dan urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antar

mereka...”2?

Namun, dalam konsep ini, masih belum dijelaskan oleh Qutb secara
spesifik tentang rakyat”. Rakyat yang manakah yang akan ikut berpartisipasi
dalam musyawarah tersebut? Apakah seluruh masyarakat?atau golonga tertentu

saja yang memilki kapasitas dan kemampuan yang dipilih oleh pemerintah sesuai

102 ).S. al-Shiira [26] : 38



dengan bidang-bidang mereka masing-masing. Atau melalui wakil-wakil tertentu
yang dipilih oleh rakyat seperti yang ada dalam sistem demokrasi yang menjadi
acuan banyak negara.'®

Dahulu Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai hal-hal
yang oleh wahyu tidak diberikan petunjuk, dan mengambil pendapat mereka yang
lebih mengetahui seluk-beluk masalah duniawi yang tengah dipersoalkan. Tradisi
Rasul itu kemudian diikuti oleh para Khulafa al-Rashidin, termasuk Umar b.
Khattab, yang membiasakan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior dan
menerima pendapat mereka dlaam hal-hal yang tidak ada petunjuk nas baik dari al-
Qur’an maupun al-Hadith, dan membatalkan penggunaan pendpaat mereka setelah
menemukan nas.

Sementara itu Islam memberikan ruang gerak yang luas dalam menentukan
hukum bagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yang
hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur’an atau Sunnah. Karenanya penguasa
Islam mempunyai hak untuk melakukan pembaruan hukum sesuai dengan problema
yang dihadapinya.'®*

Dengan melihat pandangan pemikiran Qutb diatas, maka dapat diketahui
bahwa Qutb selain menggeluti dunia sastra keagamaan dengan beberapa karyanya,
ia juga merupakan reformis politik yang memberikan pendapat dan dalam

mengimplimentasikan tujuan politik Islam dalam dunia sosial kontemporer.

103 Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 151.
104 Sjadzali, 152.



BAB IV
APLIKASI TEORI FUNGSI INTERPRETASI JORGE J.E GRACIA

TERHADAP TEORI AL-HAKIMIYAH SAYYID QUTB

A. Definisi dan Konsep Teori al-Hakimiyah

Sebelum masuk teori al-Hakimiyah perspektif Sayyid Qutb, Peneliti akan
menjelaskan al-Hakimiyah secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, al/-
Hakimiyah adalah mashdar al-Sind’i dari kata h-k-m. Oleh karena itu, untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai arti dari al-Hakimiyah, perlu diketahui arti kata
dari h-k-m itu sendiri. H-k-m dalam beberapa kamus seperti Lisan al-‘Arab,
memiliki banyak arti, pertama adalah a/-islah atau mencegah demi memperbaiki
sesuatu. Kedua, h-k-m juga berarti al- ilmu wa al-fighu yang artinya mengetahui
atau memahami. Ketiga, h-k-m berarti mengadili atau memutuskan sesuatu, oleh
karenanya, seorang hakim dalam bahasa Arab disebut hdkim atau gadi. Keempat,
h-k-m berarti menetapkan.'®

Kemudian al-Hakimiyah secara terminologi dibagi menjadi dua, al-
Hakimiyah al-Takwiniyah dan al-Hakimiyah al-Tashri’tyah. Adapun al-Hakimiyah
al-Takwiniyah, berhubungan dengan kebijakan Allah kepada alam semesta, yakni
yang tidak berhubungan dengan keinginan manusia, sedangkan al-Hakimiyah al-
Tashri’tyah, berhubungan dengan keinginan manusia, yang secara garis besarnya

meliputi masalah akidah, ibadah, al-Tahlil wa al-Tahrim, serta akhlak.%

105 Tbn Manzur, Lisan Al-‘Arab, vol.12 (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), 140.
196 Ahmad Ja’far Hisham, al- ‘Ab ‘ad al-Siyasiyah Li Mafhiim al-Hakimiyah (Virginia: al-Ma’had al-
‘Alami li al-Fikri al-Islamiy, 1995), 85.



Kedua makna al-Hakimiyah ini disetujui banyak peneliti. Hanya saja, ada
makna lainnya dalam konsep al-Hakimiyah ini yang menjadi perdebatan, yakni
makna al-Siyasiyah. Implikasi dari hal ini, terlihat bagi mereka yang hanya melihat
al-Hakimiyah dari makna pemerintahannya saja dan menolak makna lainnya. Oleh
karena itu, seyogianya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dalam membedakan
mana konsep al-Hakimiyah bermakna diniyah al-Takwiniyah, al-Tashri’iyah atau
al-Siyastyah.*”’

Konsep al-Hakimiyah (kedaulatan Tuhan) ini, memiliki dua aspek. Aspek
akidah dan aspek imtithali atau pelaksanaan. Perbedaannya, melihat dari aspek
akidah, penolakan terhadap konsep kedaluatan Tuhan akan mengakibatkan pada
kekafiran atau keluar dari Islam. Namun apabila penolakan tersebut masih dalam
tatanan aspek pelaksanaannya, bukan pada tatanan akidah, maka hal tersebut tidak
akan membawa seorang muslim kepada predikat kafir. Karena itu, perlu dilihat
lebih dahulu, apa alasan penolakan tersebut. Jika alasannya menyinggung masalah
akidah, maka hal tersebut membawa kepada kekafiran, namun jika tidak, maka
muslim tersebut hanya menjadi fasik atau zalim.

Maka, jika penjelasan terhadap beberapa ayat yang tidak sesuai dengan
konteksnya, berarti bersifat ahistoris atau ideologis. Misalnya, saat menafsirkan
ayat-ayat berkonteks tauhid, konsep al-Hakimiyah berarti memliki aspek akidah
atau al-Tashri’tyah. Namun jika dimaknai dengan aspek siydasi, maka penafsiran

tersebut sudah disebut dengan penafsiran ahistoris.’®®

197 Hisham, al- ‘Ab ‘ad al-Siyasiyah Li Mafhiim al-Hakimiyah, 85.
108 Ahlam Irfani, “Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi (Kajian Terhadap Konsep Kedaulatan
Tuhan Menurut Sayyid Qutb),” Journal of Qur’an And Hadith Studies, vol.3, no. 2 (2014): 179.



Kendati demikian, apabila melihat segi aspek dan makna yang dimiliki
konsep kedaulatan Tuhan dari kaca mata ilmu teologi, sesungguhnya konsep ini
kembali kepada salah satu sifat Allah yaitu al-qudrah. Mengutip penjelasan
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (w. 2013), bahwa beberapa sifat-sifat Allah
memiliki kesamaan nama dengan sifat yang dimiliki manusia, dan salah satunya
adalah sifat qudrah ini. Akan tetapi, yang membedakan antara kedua sifat tersebut
ada dua hal: Pertama, kesamaan dalam sifat-sifat tersebut hanya dari segi penamaan
saja. Pasalnya, jika dibandingkan antara sifat yang dimiliki Allah dengan sifat yang
dimiliki manusia, akan terlihat jelas bahwa sifat manusia tersebut tidaklah seberapa
jika dibandingkan dengan sifat yang dimiliki Allah. Kedua, sifat yang dimiliki
Allah meskipun memiliki kesamaan nama tapi sifat yang dimiliki-Nya adalah sifat
yang hakiki, adapun yanag dimiliki manusia hanyalah kekuatan yang tidak
seberapa, yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Terlepas dari hal ini,
penulis akan melihat konsep al-Hakimiyah (keadulatan Tuhan) Qutb dari segi
penafsiran dan serta sisi teologis.'® Oleh karena itu, dalam penulisan ini, konsep
kedaulatan Tuhan tersebut dilihat apakah ia ahistoris (ideologis) atau tidak. Berikut
ini, penulis akan menjelaskan penafsiran Qutb terhadap konsep al-Hakimiyah
melalui teori fungsi Jorge J.E. Gracia dalam tafsir Fi Zilal al-Qur’an, Ma’alim fi
al-Tarig maupun al- ‘Addlah al-Ijtimd iyah fi al-Islam.

Sayyid Qutb merupakan tokoh Islamisme yang digolongkan sebagai

kelompok fundamentalis Islam.'® Ia telah merumuskan sejumlah agenda politik

199 Trfani, Ahistorisitas Penafsiran dan Bias Ideologi, 180.

110 Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya
untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental).
Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan
kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Lihat. Bruce, Steve.
2000. Fundamentalisme. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas



yang tertuang dalam berbagai karyanya terutama Ma alim fi al-Tarig. Pemikiran-
pemikiran politiknya telah memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan pemuda
dalam menghadang Barat di berbagai negara terutama Mesir. Secara tidak langsung
mungkin dapat dikatakan ada geneologi kekerasan yang dihubungkan dengan teori
politik Qutb yang mengakibatkan lahirnya golongan pejuang muslim garis keras
dibeberapa belahan bumi.

Pemikiran Sayyid Qutb memang sangat dekat dengan pergerakan Islam dan
politik. Namun demikian, ada hal yang lebih istimewa sebenarnya dari Qutb. la
telah menafsirkan al-Qur’an (Tafsir fi Zilal al-Qur’an). Bagaimanapun karya tafsir
merupakan sumber primer bagi para pengkaji agama karena karya itu langsung
merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an. Pada kenyataannya kitab Tafsir fi Zilal al-
Qur’an dan juga buku Qutb yang lain banyak diminati oleh kaum pergerakan Islam,
terutama bagi mereka yang mendukung tegaknya kekuasaan Islam (al-khilafah al-
Islamiyah).

Salah satu konsep pemikiran Qutb yang banyak menjadi landasan kelompok
kelompok radikal adalah konsep A/-Hakimiyah, yaitu tentang teori pemerintahan di
dalam Islam. Landasan Konsep Al-Hakimiyah Qutb berasal dari penafsirannya

secara literal terhadap Surat al-Maidah 44 :
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“Orang yang tidak “mengeluarkan” fatwa hukum (sesuai dengan) apa

yang diturunkan Tuhan, maka orang itu (termasuk) orang yang kafir”.***

11 .S, al-Maidah [5] : 44



Qutb mengatakan sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan bahwa
tegaknya teori pemerintahan dalam Islam atas dasar kesaksian bahwa tiada Tuhan
selain Allah. Allah mewakilkan al-Hakimiyah (kedaulatan) dalam kehidupan
manusia adalah dengan cara menyerahkan urusan mereka pada kehendak-Nya dan
takdir-Nya dari satu sisi, dan dengan cara mengatur posisi, kehidupan, hak-hak dan
kewajiban-kewajiban mereka, hubungan-hubungan, ikatan-ikatan dengan syari’at-
Nya dan manhaj-Nya di sisi lain. Dalam aturan Islam tidak mengakui keesahan
Allah, tidak berada dalam kehendak dan takdir Allah dan tidak berada dalam
manhaj dan syari’at Allah maka ia syirik atau kafir. Karena mengakui bahwa tiada
tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah merupakan fondasi paling utama
(rukn al-Islam al-awwal), maka agama tidak akan bangkit dan tidak akan terpenuhi
hingga landasan ini terwujudkan.

B. Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E. Gracia terhadap Teori al-
Hakimiyah Sayyid Qutb

Gracia dalam bukunya A Theory Of Textuality mengenalkan sebuah teori
interpretasi yang dikenal dengan teori fungsi interpretasi (inferpreter’ function).
Dalam teori fungsi interpretasi ini ada tiga tahap yang harus dilalui untuk
mendapatkan sebuah pemaknaan yang komperhensif, yaitu historical function,
meaning function, dan implicative function. Teori interpretasi ini tentunya tidak
lahir begitu saja tanpa disertai dengan sudut pandang Gracia dalam memahami dan
memaknai apa itu teks.'*?

Dalam menjelaskan teori interpretasinya, Gracia mengemukakan terlebih

dahulu apa yang diistilahkan dengan interpreter’s dilemma, yakni keadaan dimana

112 Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, 4.



penafsir merasakan kekhawatiran, apakah tambahan kata yang diberikan akan
membuat audiens semakin paham atau tidak, atau malah tambahan kata itu akan
mendistorsi teks.™® Dalam menghadapi teks-teks historis, para penafsir seringkali
terjebak pada asumsi pribadi yang justru membuat makna dari teks tersebut menjadi
kabur. Sebuah penafsiran yang pada hakikatnya membantu para audiens dalam
memahami teks historis secara utuh, justru telah melenceng dari teks aslinya akibat
dari penambahan-penambahan keterangan yang tidak perlu. Dari kasus ini, lalu
muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar interpretasi. Dapatkah seorang
penafsir menambah keterangan dalam penafsirannya untuk membantu audiens
kontemporer dalam memahami teks sesuai dengan teks historisnya? Dapatkah kita
memahami teks historis dan menambahkan keterangan di dalamnya tanpa benar-
benar merubahnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul secara alami ketika
kita membahas secara mendetail tentang apa itu interpretasi. Pertanyaanpertanyaan
tersebut - dalam pandangan Gracia — inilah yang disebut sebagai “dilema seorang
penafsir” 14

Maka, dalam menilai dan memberikan nilai kritik terhadap konsep ideologi
al-Hakimiyah Qutb, penulis mencoba membedah dengan menggunakan teori fungsi
interpretasi dari Jorge J.E Gracia yang bahwa berpendapat bahwa dalam
menginterpretasi makna suatu teks harus melewati tiga fungsi interpretasi yaitu

historical function, meaning function, implicative function.**

113 Syamsul Wathani, “Hermeneutika Jorge JE Gracia Sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual
Alqur’an,” al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, vol.14, no. 2 (2017): 209.

114 Annibras, “Hermeneutika JE Gracia (Sebuah Pengantar),” 76.

115 Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, 153.



a. Historical Function (Fungsi Historis)

Interpretasi dalam kaitanya dengan sejarah berguna menciptakan kembali di
benak pembaca kontenporer mengenai pemahaman pengarang teks ataupun audiens
historis. Jadi, ketika memahami teks harus menyertakan analisa terkait dua subjek
kajian yaitu: pengarang dan orang yang terlibat dengan sejarah tersebut atau audiens
historis. Pemahaman terhadap teks memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah teks
itu sendiri. Untuk itu, Gracia juga menganggap penting terkait kajian sejarah.*

Guna mengetahui alur dan landasan pemikiran Qutb, maka fungsi historis
mencoba menelisik sejarah dan bagaimana pokok pemikiran al-Hakimiyah Qutb
secara otentik dengan melihat beberapa referensi utama dari kitab-kitab Qutb
sendiri. Alur ini dimulai dari adanya pergeseran perubahan ideologi Qutb dari sosok
nasionalis menjadi ideolog Islam radikal. Titik balik yang cukup definitif dalam
kehidupan Qutb, terjadi setelah Gamal Abdul Nasser berhasil merebut kekuasaan
melalui sebuah revolusi pada 1952. Nasser mendapatkan dukungan popular yang
cukup luas karena dia dipandang sebagai kekuatan anti-monarki di Mesir. Al-
Ikhwan al-Muslimiin, gerakan di mana Qutb juga ikut bergabung, semula
memberikan dukungan kepada revolusi Nasser ini. Tetapi belakangan hubungan
Nasser dan Ikhwan memburuk karena ada dugaan upaya pembunuhan oleh aktivis
Ikhwan atas-Nya pada 1954. Setelah itu, Nasser melalukan pemberangusan atas
Ikhwan dan memenjarakan aktivis-aktivisnya, termasuk didalamnya Qutb.

Radikalisasi Qutb, menurut beberapa pengamat, terjadi di dalam penjara Nasser ini.

116 Gracia, 153.



Di penjaralah Qutb menyelesaikan dua karya penting: yang pertama adalah tafsir F7
Zilal al-Qur’an, dan kedua adalah Ma’alim fi al-Tarig.**’

Ma’alim dibuka dengan sebuah statemen: Tagqif al-Bashariyat al-yawm ‘ala
haffat al-hawiyah. Qutb mengatakan bahwa dunia saat ini sedang berada di ambang
kehahancuran. Ancaman yang datang dari sebuah sebab yang jauh lebih serius:
yaitu krisis nilai (iflas fi al- ‘alam al-qiyam). Krisis ini terjadi di dunia Barat. Kritik
Qutb atas Barat yang demokratis sangat menarik. Dia mengatakan: Barat yang
demokratis akhirnya tak bisa menghindarkan diri dari belenggu komunisme Timur
yang menyelundup ke Barat lewat sosialisme. Bagi Qutb, sosialisme di Barat adalah
pertanda kebangkrutan demokrasi di Barat. Sementara itu, krisis serupa, menurut
Qutb, juga terjadi di Blok Timur (Uni Soviet dan negeri-negeri satelitnya). Apa
yang oleh Qutb disebut dengan krisis nilai di Blok Timur itu terjadi ketika janji-
janji  keadilan yang dinubuatkan oleh komunisme ternyata mengalami
kebangkrutan. Alih-alih menciptakan keadilan, komunisme justru melahirkan kelas
sosial baru, kelas para aparat partai, yang menjadi penindas baru. Baik kapitalisme
di Barat maupun sosialsme di Timur, dua-danya di mata Qutb telah mengalami jalan
buntu.

Maka, solusi yang diajukan oleh Qutb adalah: kepemimpinan dunia baru.
Dalam bagian pembukan pamdfletnya ini, dengan tegas Qutb mengatakan: /a budda
min giyadah li al-bashariyah al-jadidah Ini bukanlah pertama-tama kepemimpinan

politik, melainkan kepemimpinan dalam hal nilai-nilai, kepemimpinan moral.

17 Ulil Abshar Abdalla, “Sayyid Qutb dan Ma’alim fi al-Tariq”, Rumah Kitab (blog), March 15,
2019, https://rumahkitab.com/tag/sayyid-Qutb/.



Kepemimpinan semacam ini hanya bisa diberikan oleh Islam. Sebab kepemimpinan
di tangan ideologi-ideologi sekuler yang lain telah menunjukkan kegagalan.*®

Dalam Ma’alim fi al-Tarig, Qutb menjelaskan bahwa Islam hadir untuk
mengembalikan manusia kepada Tuhannya dan menjadikan kekuasaannya sebagai
satu-satunya kekuasaan yang menjadi sumber berbagai pertimbangan dan nilai
kemanusiaan, di samping menjadi “sebab” bagi wujud dan kehidupan manusia,
kepada kekuasaan Allah-lah segala hubungan tuhan dan manusia bermuara. Begitu
pula manusia ada karena kehendak kuasanya dan kepada kekuasaan itulah manusia
akan kembali.™®

Menurut Qutb, Islam datang untuk menegaskan bahwa hanya ada satu
macam tali ikatan yang mengikat yaitu antara manusia dengan Allah; jika tali ikatan

ini putus niscaya tidak ada lagi ikatan dengannya ataupun kasih sayangnya.
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“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat,
saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-
Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
99120

saudara ataupun keluarga mereka.

Maka, melihat kondisi dunia yang disebutkan diatas, Qutb mengatakan
bahwa sesungguhnya Islamlah solusi dari segala permasalah yang ada. Dan dalam
Islam hanya ada satu Laskar, Ya itulah laskar Allah dan tidak lebih. Adapun laskar-

laskar lainnya adalah milik setan dan para taghit. Dan juga sesungguhnya hanya

118 Abshar Abdalla. Sayyid Qutb dan Ma’alim fi al-Tarig

119 Sayyid Qutb, Ma’alim Ft al-Tarig: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, (Yogyakarta:
Darul Uswah, 2012), 255.

120 ).S. al-Mujadilah [58] : 22



ada satu jalan untuk sampai kepada Allah. Adapun jalan yang lain tidak akan

mengantarkan manusia kepada Allah.**
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“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang

kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu,

karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.”*?2

Kemudian bagi Qutb, untuk sampai kepada-nya, hanya ada satu sistem yang
haq dan harus ditempuh oleh seluruh umat manusia, yaitu sistem yang Islami.
Sistem ini mencakup segala hal yang berkenaan dengan hubungan sosial baik secara
individu ataupun sistem pemerintahan, dan adapun yang lain dari sistem tersebut

adalah sistem jahiliyah.'?*
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“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah

2124

yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.
i e 25 (5548 Qi T ¢ *“y,u,

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka
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ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena

jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya.”**

121 Qutb, Ma’alim Fi al-Tariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, 256.
122 ) S, al-Nisa [4] : 76

123 Qutb, Ma’alim Fi al-Tariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, 257.
124 ) . al-Maidah [5] : 50

125 ).S. al-An’am [6] : 153



Dalam penerapan hukum, Qutb mengemukakan bahwa hanya ada satu
hukum syariat yang haq yaitu syariat Allah sedangkan selain lain syariatnya nya

hanyalah hawa nafsu belaka.*®
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“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari

urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui’*?’

Qutb juga meyakini bahwa kebenaran hanya ada satu dan tidak ada lagi

yang lainnya. adapun yang lainnya selain dari kebenaran itu adalah sesat.
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“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka
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bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).”*?®

Melihat dari landasan konteks diatas, maka menurut Qutb, tanah air umat
Islam yang layak untuk didambakan dan ditahankankan bukanlah sepetak tanah.
Identitas seorang muslim yang patut diketahui bukanlah identitas secara legal
formal. kekerabatan umat Islam yang patut diandalkan dan dipelihara bukanlah
berdasarkan ikatan darah Panji umat Islam yang harus dibanggakan dan
diperjuangkan Bukankah Panji kebangsaan. Kemenangan umat Islam yang harus
segera diupayakan dan dikehendaki Allah bukankah kemenangan secara militer.**

Mengulang sedikit dari apa yang sudah disinggung di atas, kekecewaan
yang dialami Qutb terhadap peradaban Barat telah menjadi faktor utama dalam

revolusi pandangannya tentang keislaman. Bahkan saat ia pulang ke Mesir dan

126 Qutb, Ma'alim Fi al-Tariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, 257.
127.Q S, al-Jathiyah [45] : 18

126 Q.. Yunus [10] : 32

129 Qutb, Ma’alim Ft al-Tariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, 255.



sempat bergabung dengan birokrasi negara, ia merasakan kegusaran yang sama.
Terlebih setelah gagasannya tentang penggantian sistem pemerintahan dengan
sistem Islam ditolak oleh kubu militer, ia semakin mantab untuk meninggalkan
posisinya dan memilih fokus di dunia pergerakan sambil menyuarakan tentang
hanya ada dua pilihan politik: Islam atau jahiliah.**

Dengan modal pengetahuan dan kecerdasannya, ia kemudian mencari akar
penyebab dari peradaban Barat yang demikian itu. Sebagai kesimpulan, ia
mengungkapkan bahwa yang membedakan peradaban Barat dengan peradaban
Islam adalah pada titik dasar pemikiran yang materialistik dengan dasar Tauhid
yang membebaskan. Lebih jelas ia menyebut peradaban Barat dibangun dari
“materialistik jahiliah” sedangkan peradaban Islam dibagun dari “iman akan

2

ketauhidan Allah”. Alasan dari penyebutan “materialistik jahiliah” ini telah
diungkapkan oleh Sayyid Khatab bahwa Qutb memahami ada kesalahan
pemahaman yang terjadi di antara para pemikir Barat tentang fitrah dunia ini,
menurut mereka dalam hal memahami dunia harus ditempuh dengan jalan sekuler.
Kesalahpahaman ini setidaknya ada tiga penyebab. Pertama, mereka menoak
kepercayaan akan adanya Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Kedua,
mereka menolak adanya unsur jasmani dan rohani dalam diri manusia. Ketiga,
mereka juga menolak dimensi transenden dari alam manusia. Berpijak dari
persimpangan inilah pemikiran-pemikiran keislaman Qutb dibangun.*3!

al-Hakimiyah yang diartikan secara tekstual memberikan pemahaman

bahwa kedaulatan hanyalah milik Allahh secara mutlak. Hanyalah Allah semata

130 Nuim Hidayat, Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya (Jakarta: Gema Insani,
2005), 12.

131 Adib Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Qutb,” Epistemé:
Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman vol.11, no. 1 (2016): 9-10.



yang berhak menciptakan hukum yang menjadi pedoman hidup dan wajib ditaati
umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang
dapat mengklaim memiliki kedaulatan, tidak individu, masyarakat, keluarga, kelas
sosial, partai, maupun umat manusia seluruh dunia. Semua perintah dan
larangannya (hukum Allah) adalah undang-undang yang mengikat hambanya.**?
Konsepsi al-Hakimiyah yang digagas Qutb ini berawal dari pemaknaan

yang literal pada surat al-Maidah ayat 44:

&
\
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“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Menurutnya, kata man bermakna umum dan tidak terbatas mencakup
seluruh individu di segala kondisi, tempat, dan zaman. Sedangkan kata al-Kdfirin,
dimaknai secara literal atau zahir sebagai kafir yang telah keluar dari Islam. Qutb
menentang keras interpretasi para ulama salaf yang berupaya men-takwil ayat
tersebut.’ Ja menyatakan:

“Pentakwilan dan usaha untuk menakwili dalam hukum semacam ini tidak lain
adalah upaya untuk mengubah pemaknaan kalimat dari tempatnya. Usaha
mempertentangkan seperti ini sangat tidak bernilai dan tidak berpengaruh
dalam mengalihkan hukum Allah dan individu yang telah menjadi sasaran

29134

nash yang jelas dan kokoh.

Islam dan kufurnya seseorang ditentukan oleh ketundukan dirinya terhadap
manhaj ilahi. Konsekuensinya, seseorang tidak dianggap yang mengesakan Allah

(muslim) jika masih mengamalkan hukum, sistem, undang-undang, nilai-nilai atau

132 Afkar, Kritik Ideologi Radikal, 267.
133 Afkar, Kritik Ideologi Radikal, 269.
134 Qutb, F1 Zilal al-Qur’an, vol.2, 898.



hal-hal lain yang berada diluar dari garis yang telah ditetapkan Allah (manhaj ilahi).
Sebagaimana diungkapkan oleh Qutb dalam a/-Zilal-Nya :

“Kaidah teoritis yang berlaku dalam sistem Islam adalah kaidah bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yakni mengesakan Allah sebagai Tuhan ,
pengatur, penguasa, dan pembuat hukum. Mengesakannya dalam keyakinan di
hati, mengesakannya dlaam ibadah, dan mengesakan syariat-Nya dalam
kehidupan. Sehingga kesaksian tiada Tuhan selain Allah tidak wujud dan tidak
dianggap ada secara syariat kecuali dalam bentuk seperti ini secara sempurna
di mana hal ini menjadi penentu seseorang yang mengucapkan kesaksian
tersebut menjadi muslim atau tidak™**®
Dalam bagian lainnya ia menegaskan:
“Sesungguhnya eksistensi agama Islam tergantung wujudnya al-
99136

Hakimiyahlillah. Jika dasar ini tidak ada maka agama ini juga akan sirna.

Maka, menurut Qutb mengamalkan seluruh hukum-hukum Allah termasuk
domain akidah yang menentukan keislaman seseorang:

“Sesungguhnya cakupan akidah sangatlah luas, bahkan mencakup seluruh
aspek kehidupan. Dan al-Hakimiyah lillah dengan seluruh cabang-cabangnya

termasuk domain akidah.”*¥’

Bagi Qutb, di dunia ini hanya ada dua kutub nilai utama yaitu kebenaran
dan kesesatan, atau dalam bahasanya, keislaman dan kejahiliahan. Diutusnya para
rasul oleh Allah menandakan bahwa Ia telah menunjukkan jalan kebenaran kepada
umat manusia. Sedangkan diutusnya Muhammad Saw sebagai rasul terakhir
mengandung maksud, Allah memberikan nilai kebenaran dalam Islam yang bersifat
paripurna dan sempurna. Untuk itu, menjadi kewajiban umat Islam sebagai pewaris

ajaran rasul terakhir untuk mendakwahkan kebenaran Ilahiah agar mereka terhindar

135 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, vol.3, 1556.
136 Qutb, F1 Zilal al-Qur’an, vol.3, 1217.
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dari kesesatan.**® Kebenaran Islam ini tidak boleh dicampuradukkan dengan tradisi
lain, ia harus autentik terutama dalam hal teologi tauhidnya.***

Penghambaan kepada Allah semata merupakan interval pertama dari rukun
Islam yang pertama; inilah pemaknaan yang tepa tatas syahadat 1a ilaha illallah.
Sementara mengikuti cara penghambaan ini berdasarkan apa yang disampaikan
Rasulullah merupakan interval keduanya dan inilah pemaknaan yang sesuai dengan
syahadat anna Muhammadan Rastlullah. Pengahambaan kepada Allah tercermin
dalam pengakuan bahwa Allah-lah satu-satunya Tuhan yang wajib diimani,
disembah dan ditunaikan syariat-Nya. Seorang muslim tidak boleh meyakini bahwa
unsur ketuhanan (ulizhiyah) bisa jadi dimiliki seseorang selain Allah yang
mahasuci. Ia tidak boleh berkeyakinan bahwa peribadatan boleh ditujukan kepada
selain Allah, yakni makhluk-Nya. Ia juga tidak boleh meyakini bahwa kedaulatan
pemerintahan (a/-Hdakimiyah) bisa dipunyai seorang hambanya.*

Jelaslah bahwa syahadat merupakan fundamen bagi manha;j integral yang
melandasi kehidupan umat Islam dalam segala bidangnya. Maka, kehidupan ini
tidak bisa kokoh sebelum fundamen ini tegak terlebih dahulu. Sebuah negara yang
dikatakan masyarakatnya Islami adalah dimana masyarakat didalamnya
mencerminkan prinsip syahadat berikut segala konsekuensinya, tidak bisa disebut
sebagai islami jika berlandaskan pada selain fundamen tersebut, atau berlandaskan

dengan satu atau beberapa fundamen lainnya. Allah berfirman :
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“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar

kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.”**!

Dalam menerapkan konsep-konsep diatas, maka Qutb berpandangan bahwa
tidaklah lengkap Iman seseorang ketika beberapa aspek kehidupan masyarakat
belum berlandaskan dengan ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Begitu juga dalam
bidang politik atau pemerintahan. Pemaknaan ‘“kedaulatan pemerintah™ (al-
Hakimiyah) dalam konsepsi Islam tidak terbatas hanya pada melaksanakan semata-
mata syariat-syariat Allah yang diundangkan, serta menyelesaikan perkara dan
berhukum hanya dengan syariat tersebut; bukan yang lain. Makna “Syari’ah” dalam
Islam tidak terbatas pada keterbatasan pada ketetapan-ketetapan hukum yang
diformalkan; bahkan tidak pula terbatas pada dasar-dasar dan sistem pemerintahan.
Malainkan lebih luas lagi meliputi segala hal yang telah ditetapkan Allah dalam
mengatur manusia. Hal ini tercermin dalam dasar-dasar keyakinan, kaidah-kaidah
hukum, prinsip akhlak dan perilaku.'*?

Dalam Fi Zilal al-Qur’an, Qutb mengatakan:

“Memang, agama ini harus menolak orang-orang yang hendak menyerangnya.
Karena keberadaan agama ini semata-mata untuk menyatakan secara umum
rububiah Allah terhadap alam semata, dan membebaskan manusia dari
penghambaan kepada selain Allah. Dan eksistensi ini tercermin dalam sebuah
masyarakat yang teratur dan terus bergerak dibawah kepemimpinan baru yang
bukan kepemimpinan jahiliyah, dan lahirnya masyarakat merdeka yang
memiliki identitasnya sendiri yang tidak mengakui al-Hakimiyahbagi
siapapun, karena al-Hakimiyah adalah hak Allah semata. Sesungguhnya
keberadaan agama Islam ini dengan bentuknya seperti ini harus dapat menolak
tata kemasyarakatan jahiliyah dari sekitarnya, yang didasarkan dnegan kaidah

‘ubtdiyyah (penghambaan) kepada sesama manusia, yang juga berusaha

141Q.S. Yasuf [12] : 40
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mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya masyarakat baru (dengan
tatanan barunya) harus bergerak untuk mempertahankan eksistensinya.

Inilah situasi dan kondisi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu
sendiri. Inilah peperangan yang diwajibkan atas Islam, yang tidak memiliki

alternative lainnya. Inilah peperangan yang otomatis antara dua eksistensi

yang tidak mungkin hidup berdampingan selamanya”.**

Konsepsi tentang semua hal diatas harus tercermin dalam tatanan politik,
sosial, ekonomi dan dasar-dasar yang menjadi acuan itu semua, agar dalam
terejawantahkan penghambaan secara utuh kepada Allah semata. Persoalan seputar
kedaulatan pemerintahan (al-Hakimiyah) Dalam kitab al- ‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi
al-Islam, Qutb mengatakan bahwa Politik pemerintahan itu bermuara pada
pembicaraan tentang keadilan sosial, karena ia sama-sama menyangkut tentang
bentuk keadilan sosial dalam Islam. Politik pemerintahan memiliki ikatan yang kuat
dengan semua hal itu, bukan hanya sekadar hubungan dalam tujuannya
melaksanakan syariat dan mengikat masyarakat dari semua sisinya, tetapi juga
merealisasi keadaan dan keseimbangan, Serta membagikan harta kekayaan sesuai
dengan kaidah yang telah ditetapkan Islam.

Sistem politik Islam menurut Qutb, dibangun atas dua konsep dasar yang
merupakan perpanjangan konsepsinya yang menyeluruh tentang alam, kehidupan
dan manusia: pemikiran integral tentang jenis manusia, watak dan pertumbuhannya.
juga konsep bahwa islam itu merupakan satu sistem universal yang abadi bagi masa
depan kemanusiaan.'

Konsep kesatuan manusia dalam jenis, watak dan pertumbuhanny, Qutb

mengisyaratkan hak-hak bagi orang-orang dzimmi dengan kaum muslimin haruslah

13 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, vol. 3, 1441,
144 Sayyid Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, terj. Thohiruddin Lubis (Bandung: Pustaka, 1984),
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ditegakkan atas asas kemanusiaan tanpa perbedaan antara pemeluk agama yang satu
dengan lainnya apabila sampai pada permasalahan kebutuhan manusia pada
umumnya. Kalaulah Islam memerintahkan pemeluknya untuk memerangi kaum
musyrikin, maka hal itu merupakan upaya membela diri dari serbuan pihak lain

dalam membela kemerdekaan dakwah dan iman;
R

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang melampaui batas.”*

Dengan demikian perang merupakan upaya membela diri dari serbuan
musuh yang telah mencoba menghancurkan barisan kaum muslimin, sehingga
hilanglah fitnah yang melibat Islam. Dan juga perang merupakan konsekuensi logis
bagi mereka yang menghalangi dakwah Islam sehingga dengan begitu Islam dapat

sampai kepada seluruh ummat manusia.'*

Dalam masalah memenuhi janjinya, apa yang dilakukan Islam telah sampai
pada tingkat dimana ia memerintahkan membantu orang-orang yang terikat janji

perdamaian tersebut;
i o5 48 338 (e ) 5l A0 T 3 & 5 il ) 5

“Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan)

agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum

yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.”**’

185 Q.S. al-Baqarah [2] : 190
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Inilah batas paling tinggi yang bisa dikenal yang menggambarkan
bagaimana Islam memenuhi janjinya, Islam berdiri diatas pandangan kemanusiaan
universal yang amat luas dan menembus batas-batas territorial, tujuan-tujuan yang
terbatas hingga sampai pada persoalan yang menyangkut agama.

Sedangkan tentang konsep bahwa Islam itu adalah sistem universal yang
abadi bagi masa depan kemanusiaan, maka ia muncul dari ketentuan bahwasanya
Muhammad saw itu adalah utusan bagi seluruh umat manusia, dan bahwasanya ia

adalah Nabi penutup dan agamanya adalah agama yang paling sempurna;**®

IS NN+ S I

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia

seluruhnya.#

Dalam bukunya Ma alim fi Al-Tarig, Qutb menjelaskan tujuan utama dari politik
adalah untuk menciptakan keselarasan antara hukum Tuhan dan hukum alam dan
menyingkirkan segala pertikaian, karena Islam menginginkan kepemimpinan yang lurus,
kebaikan dan kesejahteraan Ummat. Sedangkan visi politik dalam pandangan Qutb
yang pertama adalah Politik tiada lain adalah menciptakan keserasian Ilahiah dan
dunia, dan kedua bahwa berpolitik berarti menangkap secara intuitif pengetahuan
tentang kebenaran mutlak.

Qutb memasukan beberapa perkara furu’ fikih dan amal perbuatan sama
dengan perkara-perkara keimanan. Qutb dalam memandang kekuasaan mengikuti

pendapat dari tokoh Ikhwan Hassan al-Banna, sehingga dalam bentuk magqdasid

148 Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, 127.
149 ().S. al-Saba’ [34] : 28



(tujuan) syariat berubah menjadi aksi untuk meraih kekuasaan. Dalam hal ini, Qutb
mengatakan bahwa:

“sesungguhnya ftawhid al-Ulihiyah (ibadah), tawhid al-Rubibiyah
(kepemilikian), tawhid al-Qiwamah (kepemimpinan), tawhid al-Hakimiyah
(kewenangan), tawhid masdar al-shari’ah (sumber syariat), Tawhid al-Hayah
(konsep kehidupan), dan tawhid al-Jihhah (tujuan) adalah muara ketundukan
manusia secara total. Karena tauhid-tauhid inilah para rasul diutus, segala
upaya dikerahkan di jalannya, serta berbagai bentuk siksaan dan rasa sakit
diderita sepanjang masa. Buka lantaran Allah membutuhkannya, karena dia
tidak membutuhkan alam semesta.”!>

“Tidak ada manusia (kecuali hanya beberapa gelitir dimasa tertentu) yang
mengingkari prinsip ulithiyah dan eksistensi Allah. Hanya saja mereka
melakukan kesalahan dalam mengetahui hakikat Tuhan mereka, atau
menyekutukan Allah dengan selain-Nya; baik dalam bentuk iman dan ibadah,
maupun dalam bentuk al-Hakimiyah dan ittiba’ (mengikuti sunnah). Keduanya

sama-sama syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah.”!!

Ia juga berkata:

“Konsep yang menjadi dasar Islam sepanjang sejarah adalah konsep “bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah, yakni mengesakan Allah dalam wlithiyah
(ibadah), rubiabiyah (kepemilikan), giwamah (kepemimpinan), sultan
(kekuasaan) dan al-Hakimiyah(kewenangan). Mengesakan-Nya dengan semua
itu dengan mengimannya didalam hati, mengamalkan ibadah dalam syiar-syiar
agama, dan menjelaskannya dalam realitas kehidupan. Syahadat tidak akan
didapati secara riil dan tidak dianggap sah secara syariat melainkan dlaam
bentuk lengkap ini, yang kan membuatnya benar-benar nyata dan

pengucapannya dianggap sebagai seorang muslim atau non-muslim.”!>?

Bagi Qutb, hanya ada satu macam negara yang bisa menopang

pemerintahan yang Islami, yaitu negara Islam. di negara seperti inilah syariat Allah

10 Qutb, F1 Zilal al-Qur’an, vol.3, 1902.
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dapat dilaksanakan dan batasannya ditegakkan, sementara kaum muslimin bisa
saling melindungi dengan sesamanya. Selain negara yang demikian adalah Dar al-
Harb (zona perang). Sikap umat Islam yang berada di negara ini bisa berupa aksi
perang dan juga bisa berupa apa isi perjanjian damai . Akan tetapi, bagaimanapun
juga negara yang demikian tidak bisa disebut Dar al-Islam, sehingga pihak kaum

muslimin tidak boleh mendedikasikan loyalitas mereka kepada pemerintah.3

Menurut Qutb, setiap daerah yang memerangi akidah seorang Muslim,
merintangi pemberlakuan syariat Islam, maka daerah itu dikategorikan Dar al-
Harb, meski disana terdapat keluarga, kerabat, marga, harta benda dan perniagaan.
Setiap daerah yang didominasi akidah Islam dan disana diberlakukan syariat Islam
maka itulah Dar al-Islam (Negara Islam) meski seorang muslim tidak memiliki
keluarga dan kerabat. Bagi Qutb, tanah air hakikatnya adalah wilayah yang dikuasai
akidah dan manhaj syariat Allah. Maka inilah tanah air yang paling layak bagi
manusia dan selain daripada wilayah tersebut maka masuk pada kategori Dar al-
Harb (zona perang).™*

Didalam kitab F7 Zilal al-Qur’an Qutb berkata:

“Dalam pandangan Islam dan penilaian seorang muslim, dunia hanya terbagi
menjadi dua, tidak ada yang ketiga.

Pertama, “Dar al-Islam” (Negara Islam). Ini meliputi semua negara yang
memberlakukan hukum Islam dan diatur dengan syariat Islam, baik semua
warga negraranya beragama Islam maupun yang lain kafir zimmi. Atau,
seluruh warga negaranya kafir zimmi, tetapi pemerintahnya muslim dan
melaksanakan hukum Islam serta mengatur pemerintahannya dengan syariat
Islam. Atau, seluruh warganya muslim, atau muslim dan zimmi, tetapi

negaranya dikuasai oleh golongan kafir harbi. Namun, penduduk negara

133 Qutb, Ma’alim Fi al-Tariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman, 258.
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tersebutdapat melaksanakan hukum-hukum Islam dan segala sesuatu yang
terjadi diantara mereka diputuskan menurut syariat Islam. Maka, yang menjadi
tolok ukur suatu negara disebut Dar al-Islam adalah dengan melihat

pelaksanaan hukum Islam dan diaturnya negara tersebut dengan syariat Islam.

Kedua, “Dar al-Harb”(Negara Kafir). Ini meliputi semua negara yang tidak
memberlakukan hukum Islam dan tidak diaturnya dengan syariat Islam,
bagaimanapun keadaan warga negaranya, baik mereka menyatakan dirinya
sebagai kaum muslimin, ahli kitab, maupun sebagai orang-orang kafir. Maka,
yang menjadi tolok ukur suatu negara disebut “Dar al-Harb” karena

dibandingkan dengan orang dan golongan muslim.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang berdiam di negara Islam dengan
pengertiannya yang telah disebutkan diatas. Masyarakat ini berdiri di atas
manhaj Allah dan diatur dengan syariat-Nya. Masyarakat inilah yang berhak
untuk dilindungi darah, harta, dan peraturan umumnya. Karenanya, wajib
dijatuhi hukuman bagi orang-orang yang merusaknya, yang melakukan
kejahatan terhadap jiwa dan hartanya, dengan hukuman sebagaimana yang

ditetapkan oleh nas syariat Islam, baik yang tertera dalam perjalanan ini

maupun lainnya’**

b. Meaning Function (Fungsi Makna)

Meaning Function berarti menciptakan dalam benak audiens kontemporer
suatu pemahaman yang mungkin melampaui pemahaman yang dimiliki oleh
pengarang dan audiens historis dari suatu teks."® Dalam Hal ini, penulis mencoba
untuk memberikan pandangan sebagai audiens kontemporer terhadap apa saja yang
telah dikemukakan oleh Qutb dalam memberikan penafsiran terhadap teori yang
dikemukakannya tentang al-Hakimiyah.

Pemikiran Qutb paling utama adalah konsep al-Hakimiyah-Nya, yang

diantara sumbernya ia dapatkan dari Abul ‘Ala al-Mawdidi. Hanya saja ia lebih
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mengembangkan teori tersebut yang mana banyak ia tuliskan dalam beberapa
kayanya. Qutb mengambil teori tersebut dari al-Mawdudi, lantas kemudian
memunculkan sebuah teori yang menganjurkan untuk melakukan takfir
(pengafiran). Dalam Muzakkirah-Nya, Yusuf al-Qardawi mengatakan:

“Ini adalah periode baru perkembangan pemikiran Sayyid Qutb, dan kami
menyebutnya sebagai periode (Revolusi Islam). Revolusi terhadap
pemerintahan-pemerintahan muslim atau yang mengaku muslim, dan revolusi
terhadap masyarakat-masyarakat muslim atau yang mengaku muslim. Dalam
pandangan Sayyid Qutb pada hakikatnya, seluruh masyarakat yang berada di
muka bumi adalah masyarakat jahiliyyah. Cara pandang yang radikal ini

menolak siapa pun dan apa pun yang berada disekitarnya, yang pada gilirannya

akan mengkafirkan seluruh masyarakat dan manusia pada umumnya.”**’

Qutb dalam membangun paradigma al-Hakimiyah yang berujung pada
koridor takfiri berlandaskan pada beberapa hal berikut:

Pertama: Pemahaman yang salah terhadap firman Allah “Barangsiapa yang
tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah
orang-orang kafir”.»®® Dalam memahami ayat ini, ia mengikuti al-Mawdudi;
mengafirkan seseorang yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun orang
tersebut meyakini bahwa ayat ini benar dan merupakan wahyu dari Allah. Ia tetap
mengkafirkam orang yang tidak mampu menerapkan karena satu dan sebab lainnya.

Ini merupakan tindakan yang sangat berbahaya dalam memberikan
pandangan dan sempit. Terlalu cepat mengkafirkan tanpa memperluas ranah
cakupannya. Sikap ini lahir dari konsep Qutb yang menjadikan al-Hakimiyah

sebagai pokok dari Iman. Qutb menambahkan syarat sahnya keimanan dari dirinya
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sendiri (berbeda dengan syarat-syarat pokok keimanan yang telah disepakati oleh
mayoritas umat Islam). Kemudian ia mengkafirkan masyarakat muslim
dikarenakan tidak menerapkan syarat tersebut. Sedangkan pandangan mayoritas
ulama dari generasi ke generasi, sejak era sahabat hingga sekarang, bertentangan
dengan Qutb. para ulama meyakini beberapa pendapat dan orientasi dalam
memahami ayat 44 dari surat al-Maidah tersebut. Pandangan paling kuat mengenai
maksud dari ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan
hukum yang diturunkan oleh Allah lantaran menolak ayat tersebut sebagai wahyu
yang dating dari-Nya, maka tanpa diragukan lagi orang tersebut telah kafir.
Adapaun orang yang mengakui bahwa ayat tersebut benar, wahyu, dan perintah
Allah, akan tetapi ia tidak menjalankannya, makai a tidak dihukumi kafir.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa telah Qutb mencampur adukkan
keyakinannya dengan kewenangan Allah. Dalam menentukan hukum bagi manusia,
dengan aplikasi hukum-hukum fikih di tataran realitas. Dan juga aplikasi hukum-
hukum fikih di tataran realitas dari sudut khitab al-Taklif (pembebanan hukum)
yang berkaitan dengan khitab al-Wad’i dimana sebuah perkara tergantung pada ada
dan tidaknya sabab (sebab), shart (syarat), dan mani’ (penghalang). Menjadikan
hal ini sebagai bagian dari akidah, serta menganggap bahwa tidak menjalankan
hukum dapat merusak akidah dan menyebabkan kekafiran adalah sebuah kesalahan
besar yang dilakkukan oleh Qutb. Hal ini membuatnya memiliki keyakinan-
keyakinan yang tidak popular, diantaranya ia melakukan kesalahan dengan
menambah pokok-pokok keimanan. Karena ia memasukkan amal perbuatan dan
hal-hal furu’ (cabang) ke tataran akidah. Ini merupakan pendapat kaum khawarij

yang menjadikan amal perbuatan sebagai bagian dari dosa besar. Selain itu juga



berpendapat bahwa eksistensi agama Islam sudah terputus, dan sudah pasti terjadi
benturan antara kelompok beriman (menurutnya) dengan kelompok lain.**

al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa berkata “Firman Allah setelah
menyebut Taurat dan hukum-hukumnya, “Barangsiapa yang tidak berhukum
dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”
Kami berkata: “Maksudnya adalah siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum
Allah seraya mendustakan dan menentangnya.”**°

Fakhruddin al-Razi dalam al-Tafsir al-Kabir berkata: “Ikrimah berkata,
“Firman Allah: Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan
oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” hanyalah berkenaan dengan
orang yang mengingkarinya dengan hati dan menolaknya dengan lisan. Adapun
orang yang dalam hatinya telah meyakini bahwa ayat tersebut benar sebagai hukum
Allah, dan mengakui hal itu dengan lisan, namun kondisinya tidak memungkinkan
untuk menerapkannya, makai ia tetap dianggap telah berhukum dengan hukum
yang telah diturunkan oleh Allah, meski ia belum mampu untuk melaksanakannya.
Dengan demikian, ia tidak masuk dalam golongan yang disebutkan didalam ayat
tersebut. Inilah jawaban yang benar.”*¢*

Kemudian juga Imam Abii Muhammad bin Atiyah al-Andalusi dalam al-
Muharrar al-Wajiz berkata: “Redaksi ayat ini bukan berbentuk umum, akan tetapi
berbentuk mushtarak (homonym), yang sering terjadi pada hal-hal khusus, seperti
firman Allah, “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan

oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir’. Dan sama sekali tidaklah
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dianggap kafir para pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum

Allah.”%2

Tabel 4.2.
Perbandingan Tafsir Q.S. al-Maidah [5] : 44 antara Ulama dan Sayyid Qutb

Para Ulama

Sayyid Qutb

Ibnu Mas’ud. Ibnu Abbas, al Barra bin
Azib, Hudzaifah ibn Yaman, Ibrahim
al-Nakhai, al-Suddi, al-Dhahak, Abu
Salih, Abu Mijlaz, Ikrimah, Qatadah,
‘Amir, Sha’bi, Ata’, Tawus, Abu Raja’
al-Utaridi, ‘Ubaidillah ibn ‘Abdullah,
dan Hassan al-Basri.

Kemudian juga Imam al-Tabari dalam
Jami’ al-Bayan, Hujjatu al-Islam al-
Ghazali dalam al-Mustasfa,
Baghawi dalam tafsirnya, Imam
Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-
Ghaiyb, Ibn al-Jauzi dalam Zad al-
Masir, al-Qurtiibi dalam al-Jami’ 1i al-
Ahkam al-Qur’an, Ibn Jizzi dalam al-
Tasil, Abu Hayyan dalam al-Bahr al-
Muhit, Ibn al-Kathir dalam Tafsir al-
Qur’an al-‘Azim, al-Altusi dalam Rih
al-Ma’ani, Tahir ibn Ashur dalam al-

al-

Tahrir wa al-Tanwir, dan Syaikh
Mutawalli al-Sya’rawi dalam
tafsirnya.

Sayyid Qutb

Ada beberapa metode yang dipakai
oleh para ulama ini dalam memahami
ayat 44 dari surah al-Maidah ini, dan
yang paling kuat: maksud dari “kufur”
di dalam ayat ini adalah dosa besar
yang tidak sampai pada derajat
kekufuran yang mengeluarkan
pelakunya dari iman. Dan juga tidak

Tidak ada yang dapat menemukan
sebelum Qutb yang
berpaham takfiri selain sebuah riwayat
dari Imam al-Ajurri dalam kitab al-
Shari’ah, dari perkataan Said ibn Jubair
bahwa orang-orang Khawarij membaca
firman Allah: “Barangsiapa yang tidak
berhukum dengan hukum yang

seorang pun

162 Abii Muhammad Atiyah al-Andalisi, AI-Muharrar al-Wajiz Fi Tafsir al-Kitab al-’Aziz, n.d.,
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ada dari ulama-ulama ini yang
menjatuhkan hukuman kafir pada
orang yang tidak melaksanakan hukum
tersebut sebagaimana yang ditafsirkan

oleh Sayyid Qutb.

diturunkan oleh Allah maka mereka
adalah orang-orang kafir”

Disamping ayat ini, mereka juga
membawakan ayat: “Namun orang-
orang yang kafir mempersekutukan

(sesuatu) dengan Tuhan mereka”*®3

Jika mereka melihat seorang pemimpin
menjalankan tugasnya secara tidal
benar maka mereka akan berkata: “la

(pemimpin)  telah  Kkafir. Dan
barangsiapa yang kafir maka ia telah
mempersekutukan Tuhannya.”

Menurut mereka umat Islam ini telah
musyrik, oleh karenanya mereka keluar
dan melakukan aksi-aksi sebagaimana
yang anda ketahui”

Melihat pada tabel diatas, maka hampir mayoritas ulama menerapkan
pemahaman yang sama terhadap penafsiran surat al-Maidah ayat 44 ini. Dan disisi
yang bersebrangan, Qutb mengatakan: “Mendiskusikan hukum yang pasti, umum,
dan komperhensif ini hanyalah upaya untuk menghindari kebenaran. Takwil-takwil
terkait hukum ini hanyalah upaya untuk mengubah kalimat-kalimat Allah dari
tempatnya.”*** Dengan demikian, ia menjadikan semua perkataan para imam terkait
dengan ayat ini sebagai upaya untuk mengubah kalimat-kalimat Allah dari
tempatnya.

Ketika menelaah sejumlah literatur, Usamah Sayyid al-Azhary dalam
kitabnya al-Haq al-Mubin fi Rad ‘Ala man Tala’aba bi al-Din mengemukakan
bahwa ia tidak menemukan pemahaman takfiri sebagaimana yang diungkapkan

oleh Qutb ini melainkan pada sekte Khawarij. Imam al-Ajuri dalam kitabnya al-
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Shari’ah berkata: “Telah berkata kepada kami Abt Bakr ibn Abt Dawud, ia
berkata: “Telah berkata kepada kami al-Muthana ibn Ahmad, ia berkata: “Telah
berkata kepada kami Amr ibn Khalid, ia berkata: “Telah berkata kepada kami Ibn
Lahi’ah, dari Ata’ ibn Dinar, dari Sa’1id ibn Jubair, dalam firman Allah, “Dan ayat-
ayat lainnya mutashabihat (samar),”*®® ia berkata : “Adapun ayat-ayat mutashabihat
adalah ayat-ayat di dalam al-Qur’an yang pengertiannya samar bagi orang yang
membacanya. Oleh karena itu diantara orang-orang yang mengklaim memahami
kata yang samar ini ada yang tersesat. Setiap kelompok membaca ayat dari al-
Qur’an dan mengira bahwa ayat tersebut adalah untuk menjustifikasi kebenaran
mereka.

Diantaranya ayat-ayat mutashabih yang diikuti oleh kelompok Haruriyah
(Khawarij) adalah firman Allah : “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan
hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”’'¢
Mereka menggandengkan ayat ini dengan ayat: “Namun orang-orang yang kafir
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.”**’ Jika mereka melihat seorang
pemimpin menjalankan tugasnya dengan tidak benar maka mereka akan berkata:
“la (pemimpin) telah kafir. Dan barangsiapa yang kafir makai a telah
mempersekutukan Tuhannya”. Menurut mereka umat Islam ini telah musyrik.
Sehingga dengan ayat ini mereka keluar dan melakukan aksi-aksi sebagaimana
yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis radikal dengan

berlandaskan ayat ini.*®
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Kedua: Qutb sering mengulang ungkapan yang ia buat sendiri dan
menjadikannya sebuah kaidah baku, serta berulang kali menuliskannya dalam “F7
Zilal al-Qur’an”. Ungkapan itu berbunyi “al-Hakimiyah adalah bagian paling
fundamental dari sifat-sifat ketuhanan”. Ungkapan ini sangat berbahaya dan tidak
pernah diucapkan oleh ulama-ulama kalam maupun akidah. Ini adalah ucapan sastra
yang memiliki makna yang cukup luas, namun digunakan dalam persoalan-
persoalan detail sekali yang sebenarnya membutuhkan ungkapan yang spesifik dan
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang otentik.

Hal terpenting dan fundamen dari sifat-sifat ketuhanan sangat berbeda
dengan al-Hakimiyah. Hal paling fundamental itu adalah sifat ke-Esa-an yang
sempurna dan mutlak, yang menjadi unsur utama pengertian dari ketuhanan itu
sendiri. Akan tetapi ungkapan Qutb diatas “al-Hakimiyah adalah bagian paling
fundamental dari sifat-sifat ketuhanan” akan melahirkan sebuah dampak psikis
yang cukup besar. Yaitu, ketika ia melihat sebagian umat Islam yang tidak
menjalankan hal-hal furii Tyah fikih, makai a akan menghukuminya dengan tidak
berhukum dengan hukum Allah dan menentangnya dalam bagian paking
fundamental dari sifat-sifat-Nya.

Ketiga: Qutb berbicara mengenai undang-undang yang berlaku di peradilan
serta menyatakan bahwa undang-undang tersebut dan penerapannya di peradilan
adalah tindakan berhukum dengan selain hukum Allah. Dengan demikian, maka
dalam pandangannya, hal tersebut merupakan sikap menentang Allah dalam sifat-
Nya vyang paling fundamental, yaitu al-Hakimiyah. Dan berdasarkan
pemahamannya lantas ia mengkafirkan orang lain. Dan ini sangat berbahaya

disamping menyampingkan hasil dari ijtihad ratusan ulama yang kompeten dalam



ilmu mereka dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam mempelajari hukum
perundangan syariat Islam.

Para Ulama yang memiliki loyalitas tinggi terhadap agamanya telah banyak
melakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Grand Syaikh al-Azhar Hassan
al-Atar telah meminta kepada muridnya Rifa’ah Rafi’ al-Tahtawi untuk
menerjemahkan undang-undang Napoleon ke dalam Bahasa Arab. Kemudian
setelah itu, terjemahan tersebut diberikan kepada al-‘Alamah Syaikh Makhlif al-
Minyawi dan beliaupun akhirnya melakukan komparasi detail antara fikih mazhab
al-Maliki dengan undang-undang Napoleon tersebut. Akhirnya, beliau menulis
buku yang berjudul “al-Muqgaranat al-Tashri’iyah”. Hal ini ditambah dengan era
jayanya majalah “al-Ahkam al-Adiyyah” dan pengaruhnya terhadap perundang-
undangan, serta catatan-catatan Qadri Pasha dalam masalah hal ini. Kemudian
datanglah era “Tashmir al-Qawdanin”, era dimana Mesir mulai menata kembali
perundang-undangannya secara independent. Era ini ditandai dengan lahirnya
tulisan Sanshuri Pasha terkait dengan hal tersebut. Kemudian datang era penerapan
syariat Islam dalam undang-undang dengan tokoh sentralnya Grand Syaikh al-
Azhar Abdul Halim Mahmiid. Terkait hal ini terbitlah buku dalam empat jilid yang
dicetak oleh “Majlis al-Sha’b al-Misri”. Serta tulisan Analisa dari Mustafa Zurqa
dalam kitabnya “al-Madkhal al-Figh al-‘Am”. hal ini ditambah dengan tulisan-
tulisan dari para ulama semisal Sulaiman al-‘Abd, pimpinan ulama Shafi’1yah di al-
Azhar dan wakil ketua Peradilan Tinggi Agama, Muhammad Sulaiman, Ketua
Peradilan Tinggi Agama, Alt Abi Futiih Pasha, Dr. Syafiq Shahatah, Muhammad
Abi Shahab, Dr.‘Ali Gooma, Anggota Dewan Ulama Senior dan Mufti Agung

Mesir, serta Dr. Abdurrahman ‘Abdul ‘Aziz al-Qasim.



Keempat. Qutb telah keliru dalam memahami firman Allah “tidak ada
hukum melainkan hukum Alah”, para Ulama Usiil fikih dan ahli tafsir memahami
ayat tersebut bahwa hanya Allah-lah Zat yang berhak untuk memberikan vonis
halal, haram, sunnah, makruh, mubah, sah, rusak serta terlaksana dan tidak. Dalam
hal itu tidak ada seorang pun yang menjadi sekutu-Nya. Para nabi, rasul, ijmak umat
Islam hanya sebagai perantara untuk menjelaskan mengenai hukum yang telah
diberikan oleh Allah. Dalam setiap permasalahan, sedangkan Allah adalah Zat satu-
satunya yang berhak untuk menentukan halal, haram dan hukum-hukum syariat
lainnya. Ini akidah yang kami yakini bahwa Allah yang menentukan hukum-hukum
tersbeut. Setelah itu, hal ini beralih dari ranah akidah ke ranah fikih, dimana fikih
terkait erat dengan sabab, ‘illah, shart dan mani’. Sehingga dengan demikian
timbulah interaksi masyarakat dengan pedoman-pedoman fikih dimana diantara
mereka ada yang menjalankannya dengan baik, serta ada juga yang melakukan
kesalahan dan kekurangan dlaam menjalankannya. Namun dalam hal ini, Qutb
memberikan pandangan bahwa masyarakat yang kurang sempurna dalam
menerapkan hukum-hukum fikih tersebut dianggap telah mencederai hak preogratif

Allah dalam menentukan hukum.

Kelima: Sama sekali tidak mengetahui dan memahami salah satu bab yang
sangat penting dan detail dalam ilmu usul fikih, yaitu tentang bab ‘awarid al-
ahliyah yang menyebabkan seseorang tidak dikenakan konsekuensi hukum syariat
karena beberapa hal.

Keenam: Qutb memberikan kesimpulan bahwa risalah agama ini telah
mengalami keterputusan. Pendapat ini sangat aneh dan tidak pernah diungkapkan

oleh siapa pun. Secara jelas pendapat ini snagat melukai umat Islam yang



meripakan umat moderat serta ilmu pengetahuan, agama, peradaban, kebaikan dan
hidayah. Qutb berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain hingga
berujung pada perkara yang berbahaya. Dalam kitabnya “Ma’alim fi al-Tarig” ia
berkata bahwa “Sesungguhnya eksistesi umat Islam sudah terputus sejak beberapa
abad yang lalu.”*®® Dan ia terus mengulang hal senada dalam kitab-kitabnya yang
lain dan ini adalah inti dari permasalah a/-Hdakimiyah menurut pandangan Qutb.

Penyebab semua itu, karena Qutb berpaling dari pengalaman para ulama
sepanjang sejarah Islam dalam memahami wahyu. Qutb tidak mau menggunakan
metodologi mereka dalam memahami wahyu. Bahkan ia mengatakan bahwa produk
pemikiran umat Islam adalah sebuah wawasan jahiliyah, ia berkata: “Bahkan banyaj
yang kita anggap sebagai wawasan Islam, rujukan Islam, dan pemikiran Islam,
adalah produk dari masyarakat jahiliyah ini.”*”

Qutb menjauhkan dirinya dari metodologi yang digunakan oleh para ulama
dalam memahami al-Qur’an. la berusaha untuk memahaminya dengan asumsi,
perasaan dan paradigmanya sendiri. Bahkan di bagian awal kitab tafsirnya al-
Taswir al Fanni fi al-Qur’an ia berkata:

“Aku masuk ke dalam Lembaga-lemaga Pendidikan lantas aku membaca tafsir
al-Qur’an d kitab-kitab tafsir. Aku pun mendengan penafsirannya dari
penuturan para guru. Akan tetapi penafsirannya dari penuturan para guru.
Akan tetapi dari apa yang telah aku baca dan dengar, aku belum menemukan
al-Qur’an yang lezat dan ondah itu sebagaimana yang pernah aku rasakan saat
masih kecil. Duh, sayang sekali , simbol-simbol keindahan al-Qur’an telah
tertutup, sehingga al-Qur’an kehilangan kelezatan yang selalu mengundang
rindu. Kamu melihat dua al-Qur’an? Al-Qur’an di masa kecil yang enak dan
mudah dan mengundang rasa rindu untuk senantiasa membacanya, dan al-

Qur’an di masa muda yang susah, rumit dan membosankan? Ataukah itu
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hanyalah buruknya metodologi yang dipakai dalam menafsirkan al-Qur’an?
Kemudian aku kembali membacanya dari mushaf dan bukan dari kitab-kitab

tafsir. Di sini aku kembali menemukan keindahan al-Qur’an. Aku mendapati

deskripsi indah ini yang mengundang rasa rindu...dst.”*”*

Pernyataan Qutb diatas sangat berbahaya karena mengungkapkan metode
pemahaman, Analisa serta interaksinya dengan al-Qur’an hanya melalui perasaan
dan intuitif. Qutb tidak menggunakan metodologi sebagaimana yang telah
dilakukan oleh mayoritas ulama dalam berkhidmah terhadap al-Qur’an. Bahkan ia
menjadikan produk tafsir ulama sebagai produk jahiliyah. Menurutnya, dasar
memahami al-Qur’an adalah rasa estetika, yang parameternya tidak jelas dan
sifatnya masih universal, yang ia rasakan dimasa kecilnya, bukan metodologi
ilmiah yang detail dan jelas, yang menjadi pegangan para ulama Islam sepanjang
sejarah dalam menggali makna serta hukum-hukum dari ayat-ayat al-Qur’an.
¢. Implicative Function (Fungsi Implikasi)

Fungsi implikatif berarti menciptakan dalam benak audiens kontemporer
suatu pemahaman mengenai implikasi-implikasi makna, terlepas apakah implikasi-
implikasi makna tersebut telah diketahui atau belum oleh sang pengarang dan
audiens historis itu sendiri. Implikasi dari teori yang diungkapkan oleh Qutb
memberikan berbagai konsekuensi terhadap pemikiran berbagai kelompok haraki
di era kontemporer. Qutb tanpa menyadari bahwa paham al-Hakimiyah yang
berbeda dalam segi metodologi dan interpretasinya dengan mayoritas ulama telah
menjadikan pahamnya sebagai landasan beberapa kelompok radikal dalam

melaksanakan aksinya.

171 Sayyid Qutb, al-Taswir al-Fann Fi al-Qur’an, Cet. X (Kairo: Dar al-Shurtiq, 1988), 8.



Kesaksian terhadap kemahaesaan Allah dalam konsepsi al-Hdakimiyah Qutb
meniscayakan pemutusan total dari segala hukum, nilai-nilai, sistem, dan undang-
undang produk manusia. Kesaksian tauhid sama sekali tidak bernilai jika tanpa
disertai dengan ketundukan diri dalam tingkah dan laku terhadap seluruh jalan yang
digariskan Allah (al-Manhaj al-1lahi). Maka konsekuensi dari Ideologi Islamisme
al-Hakimiyah Qutb lahirlah apa yang disebut dengan takfir al-hukkam, yakni
keyakinan bahwa seluruh pemerintahan yang tidak menganut prinsip al-
Hakimiyahdalam keadaan apapun telah kufur dan wajib untuk dilengserkan untuk
kemudian digantikan dengan pemerintahan yang menerapkan seluruh hukum-
hukum Allah. Usaha pemberontakan dengan tujuan seperti ini oleh Qutb disebutnya
dengan tujuan utama Jihad:

“Dari penjelasanku tadi, barangkali menjadi jelas bagimu, bahwa agenda
besar/tujuan utama jihad adlaah merobohkan bangunan sistem-sistem yag
berlawanan dengan prinsip dasar Islam dan mendirikan institusi negara yang
berdiri diatas dasar Islam sebagai ganti sistem-sistem tadi. Hal urgen ini, yakni
menciptakan revolusi Islami global, tidak terbatas pada satu daerah saja,
namun agama Islam menghendakinya secara nyata juga terjadi di seluruh
dunia. Inilah tujuan utama jihad dan cita-cita besar serta ambisi luhur jihad

yang sangat dirindukan.”?

Kemudian, seluruh pemerintahan yang ada pada saat ini ia anggap telah
melenceng dari hukum-hukum Allah adalah target jihad fi sabilillah.

Qutb  dengan  pemahaman  al-Hakimiyah-Nya  telah  berhasil
memformulasikan pemikiran-pemikiran lainnya semisal paham jahiliyah al-qarni
al-‘Ishrin  (kejahiliyahan abad ke-20) atau paham hatmiyyah al-Sadam

(keniscayaan bentrok) yang akhirnya menjadi alasan bagi Qutb untuk fardu ‘ain-

172 Qutb, F7 Zilal al-Qur’an, vol.3, 1451.



nya jihad, mendirikan khilafah dan sebagainya.’”® Bahkan dalam menggambarkan
pengaruh Qutb pada dimensi Islam radikal, al-Qardawi dalam kitab Muzakkirat-
Nya mengatakan, “sesungguhnya (penyakit) takfir yang diderita oleh muslim
kontemporer tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kitab Ma’alim (Fi al-Tarig).
Bahkan berasal dari kitab Zilal (Fi Zilal al-Qur’an) dan kitab al-‘Adalah al-
[itima’iyyah,”"’* yang seluruhnya adalah karya Qutb. tentu statemen al-Qardawi ini
berlebihan, karena faktanya paham yang sama juga diderita oleh sebagian muslim
yang menganut paham puritan (Wahabi) meskipun tingkat radikalitasnya berbeda
dengan para jihadis.

Qutb yang sering disebut sebagai penyebab merebaknya paham takfiri
adalah orang yang memiliki pola piker sama seperti Khawarij secara pergerakan,
meskipun mungkin secara keyakinan (I’tigadi) berbeda dengan khawarij di masa
lampau. Bahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Usamah Sayyid
Mahmiid, pemahaman Qutb mengenai kekafiran seluruh umat manusia adalah
sebuah pemahaman yang berbeda dari seluruh pandangan ulama sepanjang sejarah
Islam (mulai dari Sahabat, 7abi’in, Tabi al-Tabi’in, Ulama salaf, hingga ulama
kontemporer seperti Syaikh Mutawalli Sha’rawi) kecuali khawarij.

Setelah hukuman mati yang dijatuhkan Qutb, pengaruh Qutb semakin luas
hingga bahkan Ia disebut sebagai martir, al-Syahid. Pengaruhnya di al-Ikhwan al-
Muslimiin nyaris sangat mesianik. Para penganut Qutb tidak lantas menghilang

malah kematiannya membuat para jihadis semakin terpesona.

173 Al-Azhary, al-Haq al-Mubin fi al-Radd 'ald Man Tald'aba bi al-Din, 17.
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Beberapa orang yang terpengaruh diantaranya adalah ‘Abdullah ‘Azzam
dan ‘Umar Abd al-Rahman. ‘Umar yang mengalami kebutaan sejak kecil, pada
tahun 1973 M mendirikan Jama’ah al-Islamiyah karena ketika itu Ikhwan dilarang
masuk kampus. Organisasi inilah yang menginspirasi Jama’ah Islamiyah (JI) di
Indonesia. Pengikut Qutb hanya petani atau masyarakat kecil yang awam agama.
Pengikutnya membentang mulai dari ahli hukum, ilmuwan bahkan guru besar
universitas. Jadi sangat tidak mengherankan bahwa orang-orang yang sebelumnya
sudah radikal menjadi lebih ekstrem karena gagasan Qutb.*”> sementara ‘Abdullah
‘Azzam adalah anggota Ikhwan dari Palestina. Ia merupakan doktor dibidang fikih
dari universitas al-Azhar Mesir dan juga anak ideologis Qutb yang sah. la merupaka
pelopor jihad global di kalangan front jihad yang kala itu hanya berfokus pada
penguasa yang diangap taghut di negara masing-masing. ‘Azzam-lah yang memulai
mempersatukan berbagai kelompok untuk membentuk suatu kekuatan besar untuk
melawan penyimpangan di seluruh dunia dengan fatwa kewajiban berjihad global
(difa’an ard al-Muslimin).

Gagasan perluasan jihad (mafhum tawassu’ ma’na al-jihdad) ini
direalisasikan oleh muridnya Usamah ibn Laden Ayman al-Zawahiri dengan
mendirika al-Qaeda. Abdullah Azzam sendiri merupakan seorang ulama yang
sangat dihormati dan merupakan guru dari Usamah ibn Laden. Abdullah ‘Azzam-
lah yang berjasa dalam mengusir Uni Soviet dari Afghanistan pada 1987 M.

Setelah kematian ‘Abdullah ‘Azzam pada 1998 M, sepuluh tahun kemudian,
dibentuklah organisasi teroris transnasional; al-Qaedah. Pola pikir yang digunakan

masih sama dengan apa yang didengungkan oleh Qutb. yakni jahiliyyah sedang

175 Afkar, Kritik Ideologi Radikal, 13.



mengancam umat Islam. Umat Islam harus Bersatu untuk mewujudkan al-
Hakimiyah (kedaulatan Tuhan). Bahkan pola ini tak lain karena tokoh-tokoh front
jhad merupakan murid dari tokoh sebelumnya.

Mengenai ini pula Syaikh Usamah menjelaskan bahwa pada suatu waktu
Abt Muhammad al-‘Adnani, wakil ketua ISIS, merasa sangat menggemari tafsir
berjudul F7 Zilal al-Qur’an milik Qutb. Bahkan ia mendalami buku Qutb tersebut
selama dua puluh tahun. Ketika al-‘Adnani membaca tafsir firman Allah surat al-
Maidah [5] : 44: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” makai a merasa
tergoncang.’

Kemudian ketika ia tanyakan kepada salah satu temannya tentang hukum
yang menjadi landasan konstitusi di Syiria. Salah seorang temannya menjawab
pertanyaan itu. Lalu al-‘ Adnani dengan lantang berkata kepada temannya, “Seluruh
hukum yang kita gunakan adalah hukum kafir!”” Dialog inilah yang menurut Syaikh
Usamah menjadi awal keradikalan al-‘Adnani yang notabene adalah partner dari
Abu Bakr al-Baghdadi dalam memimpin ISIS. Lebih lanjut, Syaikh Usamah
memaparkan :

“Dari sinilah tampak bahwa ISIS pada hakikatnya hanyalah ombak dari badai
besar yang muncul dari “Zilal al-Qur’an, dan pada hakikatnya, “Zilal al-
29177

Qur’an” adalah pelatuk bagi seluruh kelompok takfiri.

Berikut ini tabel yang memetakan bagaimana pengaruh dari teori al-

Hakimiyah terhadapa pemikiran serat nalar yang ekstrem atas penafsiran al-Maidah

176 Afkar, Kritik Ideologi Radikal, 15.
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ayat 44 yang menjadi sentral dari gerakan radikal keagamaan dan menjadi sumber
lahirnya paham-paham radikal.

Melihat perkembangan paham Ideologi Islamisme serta al-Hakimiyah
terlebih dengan apa yang telah diwariskan oleh Qutb yang banyak mempengaruhi
Gerakan-gerakan politik dibeberapa belahan dunia ini, para ulama banyak
memberikan pandangan serta kontra narasi terhadap apa yang banyak
dikampanyekan oleh para kelompok Islamis. Melihat geliat paham yang tidak
sesuai dengan hakikat penafsiran sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh para
ulama terdahulu, salah satu institusi keislaman di Mesir yaitu Universitas al-Azhar
baru saja melaksanakan seminar tentang pembaruan pemikiran Islam yang diadakan
di Kairo, 31 Januari 2020 dan mendatangkan ulama-ulama dari seluruh dunia
termasuk dari Indonesia. Deklarasi tentang pembaruan pemikiran Islam ini
langsung di bacakan oleh Grand Syaikh al-Azhar Ahmad al-Tayyib dan melahirkan
dua puluh Sembilan poin penting. Diantara poin-poin yang disampaikan oleh
Syaikh al-Azhar berkenaan dengan al-Hakimiyah dan bagaimana menyikapinya.

Pada poin ke keempat dari deklarasi tersebut disebutkan bahwa Aliran-
aliran ekstrem dan kelompok-kelompok teroris pro kekerasan, semuanya
bersepakatan menolak pembaruan. Propaganda mereka berdiri di atas pemalsuan
pemahaman dan manipulasi istilah-istilah agama seperti konsep mereka mengenai
sistem pemerintaha, al-Hakimiyah (Kedaulatan tuhan), jihad, hijrah, perang, dan
sikap banyak pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan mereka. Mereka juga
banyak melanggar prinsip agama adalam bentuk pelanggaran terhadap jiwa, harta,
dan kehormatan. Akibatnya, wajah Islampun tercoreng di mata orang-orang Barat

dan orang-orang Timur yang berpandangan seperti mereka. Banyak pihak



menghubung-hubungkan kelakuan mereka menyimpang itu dengan ketentuan
hukum syariat Islam, sehingga dengan Islamophobia di Barat. Oleh karena itu,
Lembaga dan masyarakat wajib mendukung negara untuk menumpas bahaya
kelompok-kelompok itu.”®

Hal ini juga berhubungan dengan poin lima yang mengakatakan bahwa
diantara kelompok-kelompok tersebut adalah penyamaan antara masalah-masalah
akidah dan hukum-hukum fikih yang bersifat praktis, seperti anggapan bahwa
perbuatan maksiat adalah kufur dan menganggap sebagian perbuatan mubah
sebagai kewajiban. Inilah yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan
yang luar biasa dan sangat memperburuk citra Islam dan syariatnya.

Kemudian pada poin keenam juga disebutkan bahwa konsep al-Hakimiyah
menurut kelompok ekstrem adalah bahwa kewenangan untuk memutuskan hukum
hanya milik Allah. Siapa yang memutuskan hukum berarti telah menyaingi Allah
dalam wewenang ketuhanan-Nya yang paling khusus. Siapa yang menyaingi Allah
berarti telah kufur, halal darahnya karena telah menyaingi Allah dalam sifat-Nya
yang paling khusus. Tentu saja ini merupakan penyimpangan yang terang
benderang terhadap teks keagamaan yang dalam al-Qur’an dan Sunnah yang
menguraikan secara gambling adanya penyerahan wewenang penetapan hukum
kepada manusia. Semua keputusan 44/ al-Hall wa al-Aqdi (pembuat keputusan dan
kebijakan) dianggap sebagai ijtihad yang bermuara pada hukum Allah. Ibn Hazm
pernah berkata, “Di antara ketetapan hukum Allah adalah menyerahkan wewenang

penetapan hukum Allah adalah menyerahkan wewenang penetapan hukum kepada

178 Nadirsyah Hosen, “Konferensi Internasional Al-Azhar Hasilkan 29 Rumusan Pembaharuan
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selain Allah.” Hal itu seperti tersebut dalam firman Allah: “Maka kirimlah seorang
hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”*”®
Demikian juga firman Allah yang lainnya: “menurut putusan dua orang yang adil
di antara kamu™.*%

Dengan demikiran, pandangan masyarakat tentang konsep al-Hakimiyah
harus diluruskan dengan cara menyebarkan akidah Ahlusunnah wa al-Jama’ah dan
penjelasan bahwa putusan hukum yang diambil oleh seseorang manusia yang patuh
terhadap prinsip-prinsip agama tidak bertentangan dengan hukum Allah, bahkan
termasuk bagian dari hukum Allah.*®*

C. Kritik Islamisme Sayyid Qutb dalam Konsep al-Hakimiyah

Doktrin Ideologi Islamisme melalui teori al-Hakimiyah lillah, bahwa
kedaulatan secara mutlak hanya milik Allah. Yang menyebarkan bahwa yang
berhak menciptakan hukum untuk pedoman hidup manusia dan wajib ditaati hanya
Allah telah memutus secara total dari segala hukum, sistem, tata nilai dan undang-
undang produk manusia. Ideologi semacam ini dilandasi dengan Al-Qur'an dan
Hadits yang telah dikunci penafsirannya (the interpretation is locked) sehingga
orang lain tidak dapat melawannya. Kalau ada orang yang berani nekat
melawannya, berarti ia sama saja melawan Al-Qur'an dan Hadits dan pantas
dianggap sebagai musuh.’® Hal tersebut berbeda dengan tradisi keilmuan

Ahlussunnah wal Jama'ah yang lebih terbuka dalam penafsiran ayat Al-Qur'an atau

179Q.S. al-Nisa’[4] : 35

180 Q.S. al-Maidah [5] : 95
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menginterpretasi sharah hadith Nabi sehingga sangat membuka kemungkinan
munculnya beragam penafsiran sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab tafsir dan
syarah hadits Ahlussunnah wal Jama'ah, mulai yang ditulis di masa klasik hingga
yang ditulis di masa kontemporer. Karenanya dalam tradisi-Nya, orang yang
berbeda penafsiran tidak otomatis dapat dituduh telah melawan Al-Qur’an dan
menentang Nabi Muhammad.

Dalam hal ini, Qutb sebagai tokoh Islamis serta kelompok al-Ikhwan al-
Muslimiin di Mesir yang berhasil merumuskan doktrin Ideologi Islamisme radikal
serta menjadi rujukan berbagai gerakan radikal global, mendasarkan doktrin al-

Hakimiyah pada penggalan ayat:
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“Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka

mereka adalah orang-orang kafir.”#?

Qutb menafsirkan ayat tersebut sebagai ketegasan Allah bahwa siapa saja
orangnya di mana dan kapan saja dia hidup, yang tidak berhukum dengan hukum
Allah dan justru berhukum dengan hukum lainnya, maka ia telah membuang status
Allah sebagai Tuhan di satu sisi dan menuhankan dirinya sendiri di sisi lain.

Tidaklah orang itu menjadi kafir jika ia tidak berlaku seperti itu.
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“Orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka
berarti ia membuang sifat ketuhanan Allah dan berbagai kekhususannya di
satu sisi, dan mendakwakan hak ketuhanan dan kekhususannya bagi dirinya
sendiri di sisi lainnya. Tidaklah ditemukan kekufuran pada dirinya bila ia tidak

berlaku seperti itu.?”'8

Setelah menafsirkan secara tekstual, Qutb kemudian mengunci

penafsirannya dengan menafikan penafsiran dan takwil mufassirin lainnya:
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“Penakwilan dan rekayasa penakwilan dalam hukum seperti ini tidak
menghendaki kecuali berusaha untuk menyelewengkan firman-firman Allah
dari maudhu' atau maksud sebenarnya ... Mumahakah atau penggunaan
kalimat tidak pada tempatnya untuk kepentingan berdebat seperti ini tidak
berharga sama sekali dan tidak berpengaruh menyimpangkan hukum Allah
dari orang yang yang menjadi objek hukumnya dengan nash yang sangat jelas,

terang dan sangat tegas.”'%

Qutb mengunci penafsiran Al-Maidah 44 dan menafikan interpretasi dan
penafsiran lainnya. Bahkan ia menuduhnya sebagai penyimpangan. Penafsiran ayat
harus sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan penafsiran lain yang tidak sesuai

dianggap menyimpang dari maksud Al-Qur'an. Tentu hal ini berbeda dengan ragam
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tafsir pada ayat tersebut dari para mufassir Ahlussunnah wal Jama'ah yang akan
dijelaskan dalam tulisan berikutnya.

Dengan mengunci penafsiran dari Ulama-ulama lainnya, maka berimbas
pada kebenaran tunggal yang mana hanya ditafsirkan Qutb-lah yang benar. Hasil
dari penafsiran Qutb tersebut maka barangsiapa yang berada diluar konsep Qutb
tentang al-Hakimiyah tersebut mereka telah masuk dalam ranah kafir dan Ideologi
ini menjadi landasan dari kelompok-kelompok radikal akhir-akhir ini. Bahkan
diluar hal tersebut, teori al-Hakimiyah Qutb telah banyak melahirkan teori-teori
lain.

Berikut ini tabel yang memetakan bagaimana pengaruh dari teori al-
Hakimiyah terhadapa pemikiran serat nalar yang ekstrem atas penafsiran al-Maidah
ayat 44 yang menjadi sentral dari gerakan radikal keagamaan dan menjadi sumber

lahirnya paham-paham radikal:

Tabel 4.3.
Implikasi teori al-Hakimiyah Sayyid Qutb terhadap pemikiran pergerakan Islam.

Teori al-Hakimiyah Sayyid Qutb Pengaruh dan Implikasi

Mengkafirkan  pemerintah  dan
Aparat Negara

(sl el g pSH 155)
-Mengkafirkan ~ pemerintah dan
aparatur negara

-Dari paham al-Hakimiyah tersebut,
kemudian berlanjut pada vonis kafir
terhadap pemerintah beserta aparat
negara yang tidak menganut prinsip al-
Hakimiyah




al-Hakimiyah

(514)

-Paham kedaulatan Allah

-Paham ini merupakan sumber dan
pangkal dari Ideologi Islamisme
Radikal

Jahiliyah al-'Alam
(A lal>)
-Keyakinan bahwa masyarakat telah

mengalami fase jahiliyyah seperti pada
zaman Nabi.

al-Wala' wa al-Bara'
(1) 5 £Ysl1)

-Paham yang meyakini kelompoknya

harus dibela dan dikasihsayangi,
sedangkan kelompok lain harus
dibenci, dimusuhi, dan bahkan
diperangi

Dar al-Harb atau Dar al-Kufr
(Al 5 o3 )

-Meyakini bahwa seluruh dunia ini
adalah medan perang atau wilayah
kufur.

Al-Jihad fi Sabilillah

() Jorr & \eH)

-Perjuangan  menggulingkan  dan
melawan pemerintah serta aparatur
negaranya serta aksi pembunuhan
terhadap orang-orang musyrik yang
berbeda agama.

Iqamah al-Khildafah 'ala Minhaj al-
Nubuwwah

(35d) rlene e L) dg) L))
-Agenda besar, cita-cita politik dan
final dari segala perjuangan.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menelaah pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, peranan politik Islam atau Islamisme telah banyak mewarnai
khazanah pemikiran Islam. Islamisme merupakan respons politik-budaya terhadap
krisis atas kegagalan pembangunan pascakolonial di berbagai masyarakat Islam
yang berada di bawah kondisi global. Untuk memahami argumen dasar ideologi
Islamisme, gagasan tentang religionized politics “politik yang diagamaisasikan” itu
penting untuk ditelaah. Dan konsep Idelogi Islamisme ini banyak mempromosikan
suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak Allah dan bukan
berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kedua, Salah satu tokoh sentral Islamisme yang sangat berpengaruh hingga
saat ini adalah Sayyid Qutb. Salah satu konsep penting yang mendasari Islamisme

Qutb yaitu konsep al-Hakimiyah. al-Hakimiyah adalah paham dimana hukum yang



diterapkan dan diamalkan hanya bersumber dari Tuhan saja dan manusia tidak
memiliki kewenangan dalam merumuskan hukum suatu negara. Qutb melandaskan
konsep al-Hakimiyah-Nya dengan penafsiran secara literal terhadap Surat al-
Maidah ayat 44, Qutb menafsirkan ayat tersebut tanpa menggunakan metodologi
sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama-ulama lainnya, sehingga ia telah
mengunci kebenaran melalui tafsir yang ia tuliskan dan bersebrangan dengan ulama
lainnya. Dari paham tersebut Qutb telah memasukan hal furu 7yah ke dalam ranah
akidah. Maka penegakan hukum suatu negara dengan merujuk pada paham tersebut
merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan.

Konsep al-Hakimiyah Qutb ini telah banyak melahirkan pemikiran-
pemikiran yang berbahaya dimana banyak diterapkan oleh kelompok dan gerakan
radikal guna mewujudkan tujuan mereka dalam menerapkan Ideologi Islamisme.
Teori al-Hakimiyyah merupakan sentral dari ideologi kelompok Islamis yang telah
mengilhami beberapa pemikiran diantaranya tentang Dar al-Harb atau Dar al-Kufr,
Jahiliyah al-'Alam, al-Wala' wa al-Bara' hingga bagaimana mereka mengkafirkan
pemerintahan dan aparatur negara. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan
wajib untuk diluruskan guna mencegah ke-mudarat-an yang lebih besar.

B. Saran

Dengan melihat beberapa pemaparan diatas, penulis menyaranakan perlu
adanya pembinanaan tentang pembaruan pemikiran Islam. Merupakan kewajaran
bahwa perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, tetapi perlu pula
dilihat bagaimana Jumhiir al- ‘Ulama memberikan pendapat mereka.

Maka, Dengan demikian dalam memahamkan masyarakat tentang konsep

al-Hakimiyah harus diluruskan dengan cara penjelasan bahwa putusan hukum yang



diambil oleh seseorang manusia yang patuh terhadap prinsip-prinsip agama tidak
bertentangan dengan hukum Allah, bahkan termasuk bagian dari hukum Allah. Dan
dalam menginterpretasikan makna ayat al-Qur’an harus dengan sangat hati-hati dan

sesuai dengan Magqgasid al-Shari’ah.
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